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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik
dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP
Tahun 2024 diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran untuk
penanganan darurat serta dampak pandemic COVID-19. Sumber Daya
yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin
ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya
pemulihan ekonomi dari dampak pandemic COVID-19. Meskipun
demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara tetap mengupayakan optimalisasi capaian

target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan
indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini
dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih
berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di

masa mendatang.

Kendarl 14 Februari 2025

NIP 1977 014 200312 1 007
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara



1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja,
menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang
dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang



1.2

dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian
kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan
dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.
Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerja.

Penjelasan Umum Organisasi
Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan
struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara,mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan
melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan
iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman
modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan,
serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan
perundang-undangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi lima eselon I11
meliputi:

a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman moodal.
d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
e. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program perencanaan, urusan
keuangan, urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Sekretariat terdiri atas
1 Sub Bagian dan 2 Jabatan Fungsional meliputi:
a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
b. Analis Perencana Ahli Muda

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra. Bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 1 seksi

masing-masing :

a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan |
b. Analis Kebijakan Ahli Muda
c. Analis Kebijakan Ahli Muda

4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 3 Seksi yaitu:
a. Analis Kebijakan Ahli Muda
b. Analis Kebijakan Ahli Muda

c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3
seksi yaitu :

a. Analis Kebijakan Ahli Muda
b. Analis Kebijakan Ahli Muda
c. Penata Komputer Ahli Muda



6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 seksi yaitu:

a. Penata Humas Ahli Muda
b. Analis Kebijakan Ahli Muda
c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi :

a.

Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman
modal;

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan
nonperizinan;

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan ;

Pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan
layanan;

Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024
1.2.2 Anggaran
Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran
yang dimiliki oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Berikut

adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber Tahun Jumlah

(1) (2) (3)
APBD Tahun n-1 Rp. 12.844.893.358,00




Sumber Tahun Jumlah

APBD Tahun n Rp. 14.000.130.152,00
APBN Tahun n-1 Rp 482.878.000,00
APBN Tahun n Rp 453.846.000,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini disusun

berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.8.6.3/428 tentang

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah:



BAB 1

BAB II

BAB III
3.1

3.2

BAB IV

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi
berfokus pada aspek strategis organisasi dan
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi.

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian  kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi
disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas
capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Perjanjian Kinerja.
Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk mempermudah proses
birokrasi pelayanan pengurusan perizinan. Dengan demikian, mereka
berusaha mengurangi waktu pelayanan dan menghilangkan tahapan-
tahapan yang kurang penting dalam proses perizinan. Berikut adalah
indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat

Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

. Indikator Target Kinerja Pada Tahun
No Tujuan Sasaran Kinerja 2024 2025 2026 ${tahu | ${tahu
n_4} n_5}
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) 9
1.2.1 Meningkatnya | 1.2. | Meningk Pertumbuha 21.73 22.5 23 Sitarge | $itarge
Kualitas Iklim 1.1 atnya n t_renst t_rens
Usaha dan kualitas Investasi/Pe ra_4#1 | tra_S#
Investasi iklim mbentukan } 1}
usaha Modal Tetap
dan Bruto
investasi (PMTB)
PMA dan
PMDN
1.3.1 | Meningkatnya | 1.3. | Meningk | Nilai 73 75 80 $itarge | $itarge
Akuntabilitas 1.1 atnya realisasi t_renst t_rens
dan Akuntabi investasi ra_4#2 tra_5#
Transparansi litas PMA dan } 2}
Penyelenggar Kinerja PMDN
aan Perangka
Pemerintahan t Daerah
Daerah

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara Periode 2024 - 2026



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

. Penjelasan
Tujuan/
. L. Formulasi/
No Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Definisi Sumber
. . Rumus
Strategis Operasional . Data
Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertumbuhan
Meningkatnya
Investasi/Pem
Kualitas Iklim | 1.2.1
1.2.1 bentukan
Usaha dan #.1
] Modal Tetap
Investasi
Bruto (PMTB)
(jumlah
Yang dimaksud | .
investasi
jumlah
tahun n -
investasi
jumlah
adalah jumlah ] )
. investasi
Meningkatnya proyek ' RENSTR
kualitas iklim | 1.2.1 | Nilai realisasi investasi di tahunn-1)di | 5
1.2.1. Juta insi Di
usaha dan .1#0. | investasi PMA Provinsi baik provinst i DPMPTS
1 Rupiah bagi jumlah
investasiPMA | 1 | dan PMDN PMDN dan &l P 2024-
investasi
dan PMDN PMA 1 : tahun 2026
tahunn - 1 di
sekarang nl :
provinsi
tahun
dikalikan 100
sebelumnya
Persen
Meningkatnya
Akuntabilitas
Predikat
dan
Akuntabilitas
Transparansi 1.3.1
1.3.1 Kinerja
Penyelenggar #.1
Instansi
aan
Pemerintah
Pemerintahan
Daerah
Peningkatan ini | Nilai SAKIP =
diukur melalui (Perencanaan
Meningkatnya
indikator- Kinerja) + Inspektor
Akuntabilitas 1.3.1
1.3.1. indikator (Pengukuran at dan
Kinerja .1#0. | Nilai AKIP PD nilai
1 seperti tingkat kinerja) + Menpan
Perangkat 1
kepuasan (Pelaporan RB
Daerah
masyarakat Kinerja) +
terhadap (Evaluasi




Penjelasan

Tujuan/
. L. Formulasi/
No Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Definisi Sumber
. . Rumus
Strategis Operasional . Data
Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
layanan publik, | Kinerja) +
jumlah kasus (Capaian
korupsi yang Kinerja)
berhasil Dari hasil
diungkap, dan nilai, akan
tingkat dikategorikan
keterbukaan pada Predikat
data Penilaian
pemerintah. SAKIP
Untuk
mendapatkan Aplikasi
indeks SPaN
kepuasan Lapor,
: Kuisioner
: elayanan/nila
Meningkatka Indeks p Y . / Rumusnya : SKM
n Kualitas 1.3.2 | Kepuasan 1 survei unit Nilai Indek X ’
1.3.2 nilai elavanan. ke Aduan
Pelayanan #.1 Pelayanan pelay ’ Nilai Dasar M
; asyara
Publik Publik 9 unsur dari Y
ratarata kat pada
tertimbang Web
tersebut DPMPTS
dijumlahkan P
Nilai Pelayanan
Publik PTSP
merujuk pada Rumus Nilai
tingkat Indek
kualitas dan Pelayanan Aplikasi
layanan yang persen Nilai Lapor,
disediakan oleh Kuisioner
Meningkatnya 1.3.2 | Nilai PTSP k d indeks SKM
.3. ilai epada ; ,
1.3.2. | kualitas v | per ai . Formulir - d
. . elayanan masyaraka uan
1 pelayanan y Y 02+25 persen
PSP 1 Publik PTSP dan pelaku Nilai Indeks Masyara
usaha. Ini Formulir — 03 kat pada
diukur melalui Ketentuan : Web
beberapa (Nilai Per DPMPTS
indikator kunci P

yang
mencakup:
Waktu
Pelayanan,Kep

Aspekn dikali

Bobot Aspekn)

10




No

Tujuan/
Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

Definisi

Operasional

Formulasi/
Rumus

Perhitungan

Sumber

Data

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

uasan
Pengguna,Tran
sparansi
Proses,
Kemudahan
Akses,
kecepatan
tanggapan,
Kepatuhan
terhadap
Regulasi dan
Pelatihan dan
Kompetensi

Petugas.

1.3.2.

1.3.2

.1#0.

Indeks
Pelayanan

PTSP

indeks

Indeks
Pelayanan
PTSP
mengukur
kualitas dan
efektivitas
layanan yang
diberikan oleh
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
kepada
masyarakat.
Indeks ini
mencakup
beberapa
indikator
utama seperti
waktu
pelayanan,
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No

Tujuan/
Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Penjelasan

Satuan

Definisi

Operasional

Formulasi/
Rumus

Perhitungan

Sumber
Data

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

administrasi,
kecepatan
tanggapan,
kepatuhan
terhadap
regulasi, dan
kompetensi

petugas.

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh

perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja

Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun

2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Akuntabilitas
dan
Transparansi

Penyelenggaraan

1.1

Akuntabilitas
Perangkat Daerah

Kinerja

penetapan
pemberian fasilitas
/ Insentif dibidang

penanaman modal

Indikator
No Tujuan Sasaran Satuan | Target
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
1.2.1 | Meningkatnya 1.2. | Meningkatnya kualitas | Jumlah investor | Juta 21.73
Kualitas  Iklim 1.1 | iklim usaha dan investasi | yang mendapatkan | Rupiah
Usaha dan PMA dan PMDN insentif investasi
Investasi
1.3.1 | Meningkatnya 1.3. | Meningkatnya Jumlah dokumen | nilai 73
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Indikator
No Tujuan Sasaran Satuan | Target
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pemerintahan yang menjadi
Daerah kewenangan
Daerah Provinsi

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun
Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2024
Indikator
No Sasaran Strategis Target
Kinerja
(1) (2) (3) (4)
Pertumbuhan

Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan
1.2.1 Investasi/Pembentukan 12.60

Investasi
Modal Tetap Bruto (PMTB)

1211 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan Nilai realisasi investasi 2173
o investasi PMA dan PMDN PMA dan PMDN '
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Indikator
No Sasaran Strategis . . Target
Kinerja
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Predikat Akuntabilitas
1.3.1 Transparansi Penyelenggaraan Kinerja Instansi 62.20
Pemerintahan Daerah Pemerintah
Meningkatnya Akuntabilitas dan
1.3.1.1 Transparansi Penyelenggaraan Nilai AKIP PD 73,00
Pemerintahan Daerah
Indeks Kepuasan
1.3.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3.25
Pelayanan Publik
Nilai Pelayanan Publik
1.3.2.1 80,00
PTSP

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,
dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan
selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2024
Program/ Kegiatan/ Sub
No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Jumlah investor yang mendapatkan 2
1.1 PENANAMAN MODAL insentif investasi
1.2.1 Penetapan Pemberian Jumlah dokumen penetapan pemberian 1
1.1 Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman fasilitas / Insentif dibidang penanaman
5 Modal yang Menjadi Kewenangan modal yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
1.2.1 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi
1.1, Pemberian Fasilitas/Insentif dan dalam pemberian fasilitas/insentif dan
5.1 Kemudahan Penanaman Modal kemudahan penanaman modal
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 2
1.1 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Usaha yang Memperloleh Insentif dan
5.2 Penanaman Modal Kemudahan Berusaha di Daerah
1.2.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah Potensi Investasi unggulan 6
1.1, Provinsi Provinsi Sultra yang Dipetakan
6
1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Jumlah peraturan daerah (Perda) 1
1.1, Penanaman Modal Daerah Provinsi Rencana Umum Penanaman Modal
6.1 Daerah Provinsi
1.2.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 1
1.1, Usaha Provinsi Usaha Provinsi
6.2
1.2.1 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Jumlah Media Publikasi Promosi 4
1.2 MODAL Penanaman Modal
1.2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan 4
.1.2. Modal yang Menjadi Kewenangan Promosi Penanaman Modal yang
1 Daerah Provinsi Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.2.1 Penyusunan Strategi Promosi Jumlah Peraturan Daerah yang
1.2, Penanaman Modal Kewenangan Mengatur Promosi Penanaman Modal
1.1 Provinsi Provinsi
1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 4
.1.2. Penanaman Modal Kewenangan Promosi Penanaman Modal Provinsi
1.2 Provinsi
1.2.1 PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah Realisasi Investasi PMA dan 21.73
.1.3 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PMDN
1.2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Jumlah Realisasi investasi PMA dan 21.73
.1.3. Modal yang Menjadi Kewenangan PMDN
2 Daerah Provinsi
1.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha Pelaku Usaha 30
.1.3. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman yang Melakukan Koordinasi dan
2.1 Modal Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Usaha yang 700
.1.3. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan
2.2 Modal Penanaman Modal
1.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha yang 42
.1.3. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi
2.3 Modal Pengawasan
1.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pelayanan Penunjang 100
1.1 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, 13
1.1, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja yang DIsusun
1
1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 2
11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.1
1.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan 2
1.1 RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
1.2 Dokumen RKA-SKPD
1.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 1
1.1 Perubahan RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
1.3 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD 7
1.1, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi
1.4 Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1.3.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1
1.1 Perangkat Daerah
1.5
1.3.1 Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi 27
1.1, Daerah Keuangan Perangkat Daerah
2
1.3.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 60
1.1, Tunjangan ASN
2.1
1.3.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12
1.1, Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.2
1.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1
1.1, Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil
2.3 Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.3.1 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1
11 Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak lanjut
2.4 Pemeriksaan
1.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 12
1.1 Keuangan Bulanan/ Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2.5 Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan

(1) (2) (3) (4)
1.3.1 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis 1
1.1, Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran

2.6

1.3.1 Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang 3
1.1, pada Perangkat Daerah Milik Daerah

3

1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1
1.1 Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

3.1

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan 1
1.1 pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD

3.2

1.3.1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 1
1.1, SKPD Barang Milik Daerah

3.3

1.3.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah Laporan Administrasi 16
1.1, Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah

4

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 4
11 Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya

4.1

1.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah unit peningkatan sarana dan

1.1, Disiplin Pegawai prasarana disiplin pegawai

4.2

1.3.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1
1.1 Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Sistem Informasi

4.3 Kepegawaian

1.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 1
1.1, Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai

4.4

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 50
1.1, Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan

4.5 dan Pelatihan

1.3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti 50
1.1, Undangan sosialisasi peraturan perundang-

4.6 undangan

1.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti 50
1.1 Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi

4.7 Peraturan Perundang-undangan
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.3.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum 136
1.1, Perangkat Daerah
5

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1
1.1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Penerangan Bangunan Kantor

5.1 yang Disediakan

1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan 20
1.1, Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

5.2

1.3.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 2
1.1, yang Disediakan

5.3

1.3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor 2
1.1, yang disediakan

5.4

1.3.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan 12
1.1 Penggandaan penggandaan yang disediakan

5.5

1.3.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah dokumen Bahan Bacaan - dan 20
1.1, Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang- undangan yang

5.6 disediakan

1.3.1 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Material yang 1
1.1, Disediakan

5.7

1.3.1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan 12
1.1 tamu

5.8

1.3.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat 50
11 Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD

5.9

1.3.1 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 1
1.1 SKPD Dinamis pada SKPD

5.10

1.3.1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan 1
1.1, Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

5.11 pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD

1.3.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah 20
1.1, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6 yang Tersedia
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan

(1) (2) (3) (4)
1.3.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2
1.1, Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang

6.1 Disediakan

1.3.1 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 3
11

6.2

1.3.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 5
1.1 Lainnya Lainnya yang Disediakan

6.3

1.3.1 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 1
1.1, Disediakan

6.4

1.3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1
1.1, Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.5 Lainnya yang Disediakan

1.3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1
1.1, Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau

6.6 Bangunan Lainnya Bangunan lainnya yang Disediakan

1.3.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Jasa Penunjang 24
11 Pemerintahan Daerah Urusan

7

1.3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jesa surat 2
1.1, menyurat

7.1

1.3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah laporan penyediaan jesa 12
1.1 Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.2 yang disediakan

1.3.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1
1.1, Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.3 yang Disediakan

1.3.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah laporan penyediaan jasa 2
1.1, Kantor pelayanan umum

7.4 kantor yang disediakan

1.3.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang 47
1.1, Penunjang Urusan Pemerintahan Terpelihara

8 Daerah

1.3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 12
1.1, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan

8.1 Kendaraan Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Lapangan
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.3.1 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 1
1.1,
8.2
1.3.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 20
1.1, Lainnya yang Dipelihara
8.3
1.3.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 1
1.1 Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Pelihara/ Rehabilitasi
8.4
1.3.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarara Gedung 3
1.1, Prasarana Gedung Kantor atau Kantor dan Bangunan Lainnya yang
8.5 Bangunan Lainnya dipelihara/ Rehabilitasi
1.3.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah paket pemeliharaan/ 3
1.1, Prasarana Pendukung Gedung Kantor rehabilitasi gedung kantor yang
8.6 atau Bangunan Lainnya dilaksanakan
1.3.2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Atas 84
1.1 MODAL Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan
1.3.2 Penanaman Modal yang Ruang Jumlah Regulasi Perizinan dan Non 21
1.1, Lingkupnya Lintas Daerah Perizinan yang Disusun
1 Kabupaten /Kota
1.3.2 Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang 50
1.1, Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Mendapatkan Pelayanan Terpadu
1.1 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
Terintegrasi Secara Elektronik Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
1.3.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 1
1.1, Perizinan dan Non Perizinan Usaha yang mendapat Pemantauan
1.2 Penanaman Modal Pemenuhan Komitmen Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan
Penanaman Modal Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota bagi Palaku Usaha
1.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan 2
1.1 Penetapan Pemberian Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
1.3 Fasilitas/Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Kabupaten/Kota
1.3.2 Penanaman Modal yang Menurut Jumlah izin Kewenangan Daerah 500
1.1, Ketentuan Peraturan Perundangan- Provinsi yang Diterbitkan
2 Undangan Menjadi Kewenangan

Daerah Provinsi
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Program/ Kegiatan/ Sub

No. Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.3.2 Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi 500
1.1, Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Terpadu Perizinan dan
2.1 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Nonperizinan Berbasis Sistem
Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Kewenangan Daerah Provinsi
1.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha 2
1.1 Penetapan Pemberian yang Melakukan Koordinasi dan
2.3 Fasilitas /Insentif Daerah Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/ Insentif Daerah
Kewenangan Daerah Provinsi
1.3.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Jumlah Orang yang Mendapatkan 5
1.1, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Layanan Konsultasi dan Pengaduan
2.4 terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Masyarakat Terhadap Terkait

dan Non Perizinan

Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan Kewenangan Daerah

Provinsi

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran
strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja

untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100

2 Tinggi 76 <90

3 Sedang 66 <75

4 Rendah 51 <65

5 Sangat Rendah < 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan
Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No. Sasaral:l Int!lkat.:or Target |[Realisasi Capaian Kategori Sumber
Strategis Kinerja % Data
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
1.2.1 | Meningkatnya Pertumbuhan
Kualitas Iklim Investasi/Pem
Sangat
Usaha dan bentukan 12,60 2,09 16,58 BPS
Rendah
Investasi Modal Tetap
Bruto (PMTB)
1.2.1 Meningkatnya Nilai realisasi
Sangat Hasil Rilis
.1 kualitas iklim investasi PMA 21.73 11.05 50,85
Rendah BKPM RI
usaha dan dan PMDN
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Sasaran Indikator .___. [Capaian q Sumber
No. - 5 . Target |Realisasi If, Kategori
Strategis Kinerja %o Data
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
investasi PMA
dan PMDN
1.3.1 Meningkatnya
Akuntabilitas dan Predikat .
Ak bil Hasil
i untabilitas
Transparans Kinerj 62.20 65.71 105,64 Sangat Penilaian
inerja . . ,
Penyelenggaraan ! . Tingi Inspektorat
Pemerintahan Instansi
Daerah
Daerah Pemerintah
1.3.1 Meningkatnya
1 Akuntabilitas dan
Transparansi Inspektorat
Sangat
Penyelenggaraan Nilai AKIP PD 73.00 75.94 104,03 o dan
Tingi
Pemerintahan Menpan RB
Daerah
1.3.2 Meningkatkan Indeks
Kualitas Kepuasan Kemenpan
3.25 2.83 87,08 Tingi
Pelayanan Publik Pelayanan RB
Publik
1.3.2 Nilai
Ombudsma
.1 Pelayanan 88,00 69,71 79,21 Tingi RI
n
Publik PTSP

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

Data yang disajikan menunjukkan hasil evaluasi kinerja di
berbagai bidang yang menjadi fokus strategis, yang pertama penurunan
nilai realisasi investasi PMA dan PMDN serta pertumbuhan
investasi/PMTB menunjukkan adanya kendala signifikan dalam
menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Pertumbuhan
investasi/PMTB hanya mencapai 44.13% dari target 12.6% (Sumber:
BPS), sementara nilai realisasi investasi PMA dan PMDN hanya
mencapai 50.85% dari target 21.73 (Sumber: Hasil Rilis BKPM RI). Hal

ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap regulasi,
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birokrasi, dan insentif investasi yang ada, serta perbaikan strategi

untuk menarik lebih banyak investor.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah tercermin dari predikat akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang meningkat dari 62.2 menjadi 65.71 dengan
capaian 105.64% (Sumber: Hasil Penilaian Inspektorat Daerah) dan
nilai AKIP PD yang meningkat dari 73 menjadi 75.94 dengan capaian
104.03% (Sumber: Inspektorat dan Menpan RB). Perbaikan ini
menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, yang penting untuk menjaga kepercayaan publik dan

pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Di sisi lain, kualitas pelayanan publik menunjukkan penurunan
yang perlu segera diatasi. Indeks kepuasan pelayanan publik turun dari
3.25 menjadi 2.83 dengan capaian 87.08% (Sumber: Kemenpan RB),
serta nilai pelayanan publik PTSP turun dari 87 menjadi 69.71 dengan
capaian 80.13% (Sumber: Ombudsman RI). Penurunan ini
mencerminkan adanya masalah dalam proses pelayanan, efisiensi, atau
kemampuan staf yang memerlukan evaluasi dan peningkatan melalui
pelatihan staf, peningkatan teknologi informasi, dan evaluasi proses

pelayanan untuk memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja

tahun sebelumnya atau tahun 2021 sampai dengan 2024 diuraikan pada

tabel berikut :

25



Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

Tahu
Tahun | Tahun
n (n- Tahun (N)
(n-2) (n-1)
Tujuan/ Indikator 3)
No
Sasaran Kinerja %
Realia | Realis | Realis | Targ | Realis .
. . . . Capai
si asi asi et asi
an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
Meningkatny | Pertumbuhan
a Kualitas Investasi/Pembent
1.2.1 6,06 0,64 2,86 12,60 2,09 16,58
Iklim Usaha ukan Modal Tetap
dan Investasi | Bruto (PMTB)
Meningkatny
a kualitas
Nilai realisasi
1.2.1 | iklim usaha
investasi PMA dan 27,93 20,19 14,36 21.73 11.05 50,85
.1 dan investasi
PMDN
PMA dan
PMDN
Meningkatny
a
Akuntabilita
Predikat
s dan
Akuntabilitas
1.3.1 | Transparansi 66.57 65.90 65.94 62.20 65.71 105,64
Kinerja Instansi
Penyelenggar
Pemerintah
aan
Pemerintaha
n Daerah
Meningkatny
a
1.3.1 | Akuntabilita
Nilai AKIP PD 76.57 75.90 75.94 73.00 | 75.94 104,03
.1 s Kinerja
Perangkat
Daerah
Meningkatka
n Kualitas Indeks Kepuasan
1.3.2 87,00 87,20 87,32 3.25 2.83 87,08
Pelayanan Pelayanan Publik
Publik
Meningkatny
1.3.2 | a kualitas Nilai Pelayanan
94,32 76,09 71,01 88,00 69,71 79,21
1 pelayanan Publik PTSP
PTSP
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3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan
target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan
strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tujuan/ Indikator Realisasi Target Akhir Tingkat
No. Kinerja Tahun Rencana
Sasaran Kinerja Kemajuan
n Strategis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100
1.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan
Kualitas Iklim Investasi/Pem
Usaha dan bentukan 2,09 12,60 16,58
Investasi Modal Tetap
Bruto (PMTB)
1.2.1. | Meningkatnya Nilai realisasi
1 kualitas iklim investasi PMA
usaha dan dan PMDN 11.05 21.73 50,85
investasi PMA
dan PMDN
1.3.1 Meningkatnya Predikat
Akuntabilitas Akuntabilitas
dan Kinerja
Transparansi Instansi 65.71 62.20 105,64
Penyelenggaraan | Pemerintah
Pemerintahan
Daerah
1.3.1. | Meningkatnya Nilai AKIP PD
1 Akuntabilitas
Kinerja 75.94 73.00 104,03
Perangkat
Daerah
1.3.2 Meningkatkan Indeks
Kualitas Kepuasan
Pelayanan Pelayanan 2.83 3.25 87,08
Publik Publik
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Realisasi Target Akhir
Tujuan/ Indikator Tingkat
Kinerja Tahun Rencana
Sasaran Kinerja Kemajuan
n Strategis
(2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100
1.3.2. | Meningkatnya Nilai
kualitas Pelayanan 69,71 88,00 79,21
pelayanan PTSP | Publik PTSP

Sumber : Olah Data LKPJ DPMPTSP 2024

Uraian penjelasan tabel :

Investasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif yang
signifikan selama tahun 2023, di mana pertumbuhan Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5.56, mendekati setengah dari
target akhir rencana strategis sebesar 12.6. Nilai realisasi investasi PMA
dan PMDN mencapai 11.05, menunjukkan kemajuan setengah dari
target akhir 21.73. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah
daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik
bagi investor, baik domestik maupun asing. Meskipun demikian, ada
ruang untuk perbaikan lebih lanjut guna mencapai target akhir yang

lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam hal akuntabilitas dan transparansi, kinerja pemerintahan
daerah di Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil yang mengesankan
pada tahun 2023. Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
mencapai 75.94, jauh melebihi target akhir 62.2, dengan tingkat
kemajuan sebesar 122.09%. Selain itu, nilai AKIP perangkat daerah
juga menunjukkan peningkatan dengan mencapai 75.94, melampaui
target akhir 73 dengan tingkat kemajuan sebesar 104.03%. Hasil ini
mencerminkan  komitmen  kuat pemerintah daerah  dalam
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan

yang berkelanjutan dan kredibel.

Kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara juga mengalami

peningkatan yang signifikan, dengan indeks kepuasan pelayanan

28




publik mencapai 89.48, melebihi target akhir 87 dengan tingkat
kemajuan sebesar 102.85%. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga
menunjukkan hasil yang positif, dengan nilai pelayanan publik dan
indeks pelayanan PTSP masing-masing mencapai 89.48, melampaui
target akhir 87 dan tingkat kemajuan sebesar 102.85%. Peningkatan ini
menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik di daerah telah memberikan hasil yang nyata, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses

pembangunan daerah.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/

Kabupaten/Kota
Standar
Nasional/
. Indikator Realisasi Provinsi/ .
No Tujuan/ Sasaran . . % Capaian
Kinerja Tahun n Nama
Daerah
Lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100
1.2. | Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan
1 Iklim Usaha dan Investasi/Pem
Investasi bentukan 2,09 12,60 16,58
Modal Tetap
Bruto (PMTB)
1.2. | Meningkatnya kualitas Nilai realisasi
1.1 iklim usaha dan investasi PMA
investasi PMA dan dan PMDN 11.05 21.73 50,85
PMDN
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Standar
Nasional/
. Indikator Realisasi Provinsi/ .
No Tujuan/ Sasaran . . % Capaian
Kinerja Tahun n Nama
Daerah
Lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =4/5*100
1.3. | Meningkatnya Predikat
1 Akuntabilitas dan Akuntabilitas
Transparansi Kinerja
Penyelenggaraan Instansi 65.71 62.20 105,64
Pemerintahan Daerah Pemerintah
1.3. | Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP PD
75.94 73.00 104,03
Perangkat Daerah
1.3. | Meningkatkan Kualitas Indeks
2 Pelayanan Publik Kepuasan
Pe]ayanan 2.83 3.25 87,08
Publik
1.3. | Meningkatnya kualitas Nilai
2.1 pelayanan PTSP Pelayanan
69,71 88,00 79,21
Publik PTSP

Sumber : Olah Data LKPJ DPMPTSP 2024

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan

pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
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% Analisis
Tujuan/ | Indikato Realis . . Solusi yang
L. Target . Capai | Keberhasilan/ .
No Sasaran | r Kinerja asi dilakukan
an Kegagalan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.2. Meningka | Pertumbu Persentase Melakukan
1 tava han capaian hanya evaluasi
Yy mencapai 16,58%, kebijakan dan
Kualitas Investasi/ flzl;llgzn nrl‘:flléeslaz strategi terkait
Iklim Pembentu 2 09y jauh di P investasi. Serta
Usaha kan Modal 5 bawah target mengidentifikasi
dan Tetap 12.60 2,09 16,58 | hasional /provinsi. | hambatan utama
Hal ini dan mencari
Investasi Bruto mengindikasikan solusi yang
kurangnya spesifik
(PMTB) efektivitas dalam p '
kebijakan atau
faktor eksternal
yang menghambat
realisasi investasi.
1.2. Meningka | Nilai Capaian sebesar Pemerintah daerah
1.1 tnya realisasi 50.85% dari target perlu mempertim-
. . . 21.73% juga bang kan
kualitas investasi . N . .
mencerminkan peningkatan insentif
iklim PMA dan kegagalan dalam bagi investor, seperti
usaha PMDN menarik investasi baik | pengurangan pajak,
dan 21.73 11.05 50,85 dari dalam maupun pemberian subsidi,
. . luar negeri. Kendala atau insentif non-
investasi . . . . .
yang dihadapi finansial lainnya
PMA dan kemungkinan serupa yang dapat menarik
PMDN dengan yang dialami minat investor.
dalam pertumbuhan
investasi/PMTB.
1.3. Meningka Predikat Capaian sebesar Program yang
1 tnya Akuntabili 105.64% dari target telah terbukti
Akuntabili | tas 62.2% m(?nunjukkan berhasil dalam
keberhasilan meningkatkan
tas dan Kinerja signifikan dalam -
. ) akuntabilitas dan
Transpara | Instansi meningkatkan ;
nsi Pemerinta akuntabilitas dan transparansi perlu
transparansi dilanjutkan dan
Penyeleng | h 62.2 65.71 105,64 | penyelenggaraan ditingkatkan.
garaan pemerintahan daerah. | Pemantauan
Pemerinta Hal ini mencerminkan berkala dan
han efektivitas langkah- pelaporan
langkah yang telah .
Daerah ) ) transparan juga
diambil untuk h
meningkatkan kinerja .arus
dan kepercayaan dipertahankan.
publik.
1.3. Meningka | Nilai AKIP Capaian sebesar Perangkat daerah
1.1 tnya PD 104.03% dari target | perlu terus
o G
Akuntabili 73% Juga dlber.|kan
menunjukkan pelatihan dan
tas 73,00 75.94 104,03 | keberhasilan dalam | pengembangan
Kinerja meningkatkan untuk
Perangkat kinerja perangkat meningkatkan
daerah, yang kinerja dan
Daerah

penting untuk

akuntabilitas
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% Analisis
Tujuan/ | Indikato Realis Solusi yang
Target Capai | Keberhasilan/
No Sasaran | r Kinerja asi dilakukan
an Kegagalan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
transparansi dan mereka dalam
akuntabilitas menjalankan
pemerintahan. tugas-tugas
pemerintahan.
1.3. Meningka | Indeks Capaian sebesar Dilakukan evaluasi
2 tkan Kepuasan 87.08% dari target menyeluruh
Kualitas Pelayanan 3.25 menunjukkan terhadap prose§
penurunan pelayanan publik
Pelayanan | Publik kepuasan untuk
Publik pelayanan publik, mengidentifikasi
meskipun masih area yang
dalam kategori memerlukan
3.25 2.83 87,08 | tinggi. Hal ini perbaikan.
menunjukkan Efisiensi pelayanan
adanya masalah harus ditingkatkan
dalam proses melalui
pelayanan, pemanfaatan
efisiensi, atau teknologi
kemampuan staf informasi dan
yang perlu pelatihan staf.
diperbaiki.
1.3. Meningka | Nilai Capaian sebesar Investasi dalam
2.1 tnya Pelayanan 79,21% dari target teknologi
Kualitas Publik 88,00 menunjulfkan informasi dapat
penurunan kualitas | membantu
pelayanan | PTSP pelayanan PTSP, meningkatkan
PTSP mencerminkan efisiensi dan
tantangan dalam efektivitas
menyediakan pelayanan publik.
88,00 69.71 79,21 pelayanan yang Penggunaan

efisien dan
memuaskan.

sistem manajemen
pelayanan yang
lebih canggih
dapat
mempercepat
proses dan
meningkatkan
kepuasan
masyarakat.

Sumber : Sumber : Realisasi Kinerja DPMPTSP 2024

Uraian penjelasan tabel :

Penurunan nilai realisasi investasi

PMA dan PMDN serta

pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan adanya kendala signifikan

dalam menarik

investasi.

Pertumbuhan

investasi/PMTB hanya

mencapai 44.13% dari target 12.6% (Sumber: BPS), sementara nilai

realisasi investasi PMA dan PMDN hanya mencapai 50.85% dari target
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21.73 (Sumber: Hasil Rilis BKPM RI). Ini mengindikasikan perlunya
evaluasi mendalam terhadap regulasi, prosedur birokrasi, dan insentif
investasi yang ada. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan
simplifikasi regulasi dan peningkatan insentif untuk menarik lebih

banyak investor.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah tercermin dari predikat akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang meningkat dari 62.2 menjadi 65.71 dengan
capaian 105.64% (Sumber: Hasil Penilaian Inspektorat Daerah) dan
nilai AKIP PD yang meningkat dari 73 menjadi 75.94 dengan capaian
104.03% (Sumber: Inspektorat dan Menpan RB). Keberhasilan ini
menunjukkan upaya peningkatan kinerja dan kepercayaan publik yang
efektif. Langkah-langkah yang sudah diambil perlu dipertahankan dan
ditingkatkan untuk menjaga pengelolaan pemerintahan yang baik dan

transparan.

Meskipun indeks kepuasan pelayanan publik mengalami
peningkatan, nilai pelayanan publik PTSP menunjukkan penurunan.
Indeks kepuasan pelayanan publik meningkat dengan capaian 87.08%
dari target 3.25 (Sumber: Kemenpan RB), namun nilai pelayanan publik
PTSP menurun dengan capaian 80.13% dari target 87 (Sumber:
Ombudsman RI). Penurunan ini mencerminkan adanya masalah dalam
proses pelayanan, efisiensi, atau kemampuan staf yang perlu segera
dievaluasi. Pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan kualitas
layanan melalui pelatihan staf, peningkatan teknologi informasi, dan
evaluasi proses pelayanan untuk memastikan kepuasan masyarakat

tetap terjaga.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan

pada tabel berikut:
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Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan

Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan/

Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Efisien

si

Target

Realisasi

%

Capaian

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

%

Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.2.

Meningkatnya
Kualitas Iklim
Usaha dan

Investasi

12.60

2,09

16,58

3.524.211.200

3.056.164.861

86,72

Efisien

1.2.

1.1

Meningkatnya
kualitas iklim
usaha dan

investasi PMA

dan PMDN

21.73

11.05

50,85

3.524.211.200

3.056.164.861

86,72

Efisien

Meningkatnya
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Daerah

62.2

75.94

122,09

9.652.931.352

8.960.829.696

92,83

Efisien

1.3.

1.1

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah OPD

73,00

75.94

104,03

9.652.931.352

8.960.829.696

92,83

Efisien

Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Publik

3.25

2.83

87,08

822.987.600

790.833.110

96,09

Efisien

1.3.
2.1

Meningkatnya
kualitas
pelayanan

PTSP

88,00

69.71

79,21

822.987.600

790.833.110

96,09

Efisien

Sumber : Realisasi Anggaran dan Kinerja DPMPTSP 2024

Uraian penjelasan tabel:

Berdasrkan tabel diatas menunjukkan peningkatan kualitas iklim

usaha dan investasi dengan target capaian 12,60, namun realisasi hanya
2,09 (16,58% anggaran Rp 3.524.211.200, telah
digunakan Rp 3.056.164.861 (86,72%),

capaian). Dari

menunjukkan efisiensi
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pengelolaan dana. Namun, rendahnya capaian mengindikasikan
hambatan implementasi. Solusi mencakup evaluasi strategi, penguatan
kerja sama antar-stakeholder, dan pemantauan berkala untuk

memastikan target lebih optimal ke depannya.

Sedangkan untuk target nilai realisasi investasi dalam
Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN adalah
21.73, namun realisasi hanya mencapai 11.05, dengan capaian 50.85%.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.524.211.200, dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 3.056.164.861, dan efisiensi anggaran sebesar
86.72%. Kegagalan dalam mencapai target ini menunjukkan adanya
kendala dalam menarik investasi PMA dan PMDN. Solusi yang dilakukan
adalah evaluasi strategi promosi investasi dan peningkatan insentif bagi

investor.

Sementara itu target predikat akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah 62.2, namun realisasinya mencapai 75.94, dengan
capaian 122.09%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
9.652.931.352, dan realisasi anggarannya adalah Rp 8.960.829.696,
dengan efisiensi anggaran sebesar 92.83%. Keberhasilan ini
menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam akuntabilitas dan
transparansi. Solusi yang dilakukan adalah mempertahankan dan
meningkatkan  program-program yang berhasil meningkatkan

akuntabilitas.

Selain itu Target nilai AKIP PD adalah 73, namun realisasinya
mencapai 75.94, dengan capaian 104.03%. Anggaran yang dialokasikan
sebesar Rp 9.652.931.352, dan realisasi anggarannya adalah Rp
8.960.829.696, dengan efisiensi anggaran sebesar 92.83%. Keberhasilan
ini menunjukkan peningkatan kinerja perangkat daerah. Solusi yang
dilakukan adalah melanjutkan upaya peningkatan transparansi dan

akuntabilitas.
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Selanjutnya dari segi target indeks kepuasan pelayanan publik
adalah 3.25, namun realisasinya hanya mencapai 2.83, dengan capaian
87.08%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 822.987.600, dan
realisasi anggarannya adalah Rp 790.833.110, dengan efisiensi anggaran
sebesar 96.09%. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah dalam
proses pelayanan publik. Solusi yang dilakukan adalah evaluasi dan

peningkatan efisiensi serta pelatihan staf.

Dan untuk target nilai pelayanan publik PTSP adalah 88,00,
dengan realisasinya hanya mencapai 69.71, dengan capaian 97,21%.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 822.987.600, dan realisasi
anggarannya adalah Rp 790.833.110, dengan efisiensi anggaran sebesar
96.09%. Penurunan ini menunjukkan penurunan kualitas pelayanan
PTSP. Solusi yang dilakukan adalah evaluasi proses pelayanan dan
peningkatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan

kualitas pelayanan.

1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian

penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Menun
Tujuan/ | Indikator C.a | T Indikator C.a P Ja.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) 3) (4) (5 (6) (7) ®) E)
1.2.1 . Penurunan
i\/Ienmgka Pertumbuha PROGRAM | Jumlah investasi
nya n . PENGEMB | Pertumbuhan . menunjukkan
Kualitas Investasi/Pe . Tidak ..
Iklim mbentukan 16, ANGAN Investasi/Pembe 16,5 Menu [Program ini
Usaha Modal Teta 58 IKLIM ntukan Modal 8 nian tidak berhasil
dan Bruto b PENANAM Tetap Bruto JANE Halam
. AN MODAL | (PMTB) menarik
Investasi (PMTB) .
investor baru.
1.2.1.1 | Meningka Nilai PROGRAM | Jumlah investor Tidak Penurunan
.1 tnya realisasi 50, PENGEMB | yang 50,8 Menu investasi
kualitas investasi 85 ANGAN mendapatkan 5 nian menunjukka
iklim IKLIM insentif investasi Jang g program ini
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
usaha PMA dan PENANAM tidak berhasil
dan PMDN AN MODAL dalam
investasi menarik
PMA dan investor
PMDN baru.
1.2.1.1 Penetapan Jumlah
1.5 Pemberian dokumen
PROGRA Fasilitas /I enetapan Kuranenva
M Jumlah nsentif pembefian fasilitags c}llan
PENGEM investor dibidang pem . . .
fasilitas / Tidak | insentif yang
BANGAN yang 0,0 Penanama Insentif dibidan, 0,00 Menu | diberikan
IKLIM mendapatka 0 n Modal g ’ .
- - penanaman njang | menghambat
PENANA n insentif yang modal van minat
MAN investasi Menjadi men'ad}; & investor
MODAL Kewenang J
kewenangan
an Daerah .
.. Daerah Provinsi
Provinsi
1.2.1.1 Penetapan
.1.5.1 Kebijakan Jumlah
Daerah Peraturan Penetapan
dalam Daerah kebijakan
Pemberian /Provinsi dalam Tidak | tidak cukup
Fasilitas/I pemberian Menu | menarik
nsentif dan | fasilitas/insentif njang | minat
Kemudaha | dan kemudahan investor
n penanaman baru.
Penanama | modal
n Modal
11' 25" 12' 1 g:laalll;sa;rlla Jumlah Kegiatan
o an Usaha dari Evaluasi
. Pelaku Usaha menunjukka
Pemberian . .
Fasilitas /I yang Tidak n minimnya
. Memperloleh 0,00 Menunj | pelaku
nsentif dan -
Insentif dan ang usaha yang
Kemudaha
Kemudahan memperoleh
n . . .
Berusaha di insentif.
Penanama Daerah
n Modal
1.2.1.1 Pemetaan
1.6 potensi
Pembuata Jumlah Potensi . 1nvesta§1
. Menunj | menunjukka
n Peta Investasi
. 100, ang n adanya
Potensi unggulan .
. . 00 wilayah-
Investasi Provinsi Sultra wilayah yang
Provinsi yang Dipetakan potensial
untuk
investasi.
1.2.1.1 Penyusuna | Jumlah
Kurangnya
.1.6.1 n Rencana peraturan reeulasi van
Umum daerah (Perda) Tidak gu yang
disusun
Penanama Rencana Umum 0,00 Menu
. menghambat
n Modal Penanaman njang roses
Daerah Modal Daerah p .
.. .. investasi.
Provinsi Provinsi
1.2.1.1 Penyediaa Penyediaan
Potensi dan 200, nJ p g
dan unja usaha
Peluang Usaha 00 .
Peluang N ng menunjukka
Provinsi
Usaha n adanya
Provinsi kesempatan
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
baru untuk
investor.
1.2.1.1 Meningka Banyaknya
2 media
tnya publikasi
kualitas Nilai Jumlah Media )
iklim realisasi PROGRAM Publikasi Menj promost
usaha investasi S0, PROMOSI Promosi 350, unja menunjkkan
85 | PENANAM 00 J adanya
dan PMA dan AN MODAL Penanaman ng upava untuk
investasi PMDN Modal rnpen}; ik
PMA dan investor
PMDN
baru.
1.2.1.1 Penyelengg
2.1 PROGRA araan Jumlah Kegiatan Bagykanya
M Jumlah Promosi Penyelenggaraan kegiatan
Media Penanama Promosi . promosi
PROMOS Publikasi 350 | n Modal Penanaman 275, Mep J menunjukka
I . unja
Promosi ,00 yang Modal yang 00 n adanya
PENANA 3 - ng
MAN Penanaman Menjadi Menjadi upaya untuk
MODAL Modal Kewenang Kewenangan menarik
an Daerah Daerah Provinsi investor baru
Provinsi
1.2.1.1 Penyusuna | Jumlah
2.1.1 n Strategi Peraturan Strategi
Promosi Daerah yang Promosi
Menu .
Penanama Mengatur nian yang baik
n Modal Promosi NANE | investor
Kewenang Penanaman baru
an Provinsi | Modal Provinsi
1.2.1.1 Banyaknya
.2.1.2 Pelaksana dokumen
an Jumlah hasil
Kegiatan Dokumen Hasil promosi
Promosi Kegiatan 300, Menu | menunjukka
Penanama Promosi 00 njang | n adanya
n Modal Penanaman minat dari
Kewenang Modal Provinsi investor
an Provinsi baru
1.2.1.1 | Meningka Realisasi
.3 tnya PROGRAM investasi
kualitas Nilai PENGEND Jumlah ane rendah
iklim realisasi ALIAN an Tidak | Y278 I
. . 50, Realisasi 50,8 menunjukka
usaha investasi PELAKSAN . Menu
85 Investasi PMA 6 . n adanya
dan PMA dan AAN dan PMDN njang | o 4o1a
investasi PMDN PENANAM dalam
PMA dan AN MODAL claksanaan
PMDN P
1.2.1.1 Pengendali
3.2 PROGRA an
M Pelaksana
PENGEN Jumlah an Jumlah Pengendalian
DALIAN Realisasi Penanama uman Tidak g !
. 50, Realisasi 50,8 yang efektif
PELAKSA Investasi n Modal ] . Menu
86 investasi PMA 6 . menghambat
NAAN PMA dan yang dan PMDN njang | realisasi
PENANA PMDN Menjadi investasi
MAN Kewenang
MODAL an Daerah
Provinsi
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Menun

Tujuan/ | Indikator C.a P | Program Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
1.2.1.1 Koordinasi | Jumlah Kegiatan Koordinasi
.3.2.1 dan Usaha Pelaku dan
Sinkronisa | Usaha yang inkronisasi
si Melakukan . SinXronisast
Pemantaua | Koordinasi dan 216, 11\1/152'] gini tbalk
n Sinkronisasi 67 o J meF;nban tu
Pelaksana Pemantauan g meninekatka
an Pelaksanaan n realigasi
Penanama Penanaman investasi
n Modal Modal )
1.2.1.1 Pembinaan

3.2.2 Koordinasi pelaku

dan Jumlah Pelaku usaha yang

Sinkronisa | Usaha yang efektif

si Mendapatkan meningkatk

Pembinaan | Pembinaan }27’ }ﬁrelnun an kualitas

Pelaksana Pelaksanaan jang dan

an Penanaman keberhasila

Penanama Modal n usaha

n Modal penanaman

modal

1.2.1.1 . . Pengawasan

3.2.3 g:grdmw yang baik

Sinkronisa | Jumlah Kegiatan Ele eI;(izﬁ);ng
si Usaha yang e{) aku
Pengawasa | Melakukan 95,2 Menun ﬁ saha
n Koordinasi dan 4 jang

) S terhadap
Pelaksana Sinkronisasi regulasi dan
an Pengawasan s tgﬁ dar
Penanama penanaman
n Modal modal.

1.3.1 Meningka .
tnya Transparansi
Akuntabil Program Ziﬂn tabilitas
itas dan Predikat Peningkata | Peningkatan ane tineei
Transpar Akuntabilita n Predikat yang ungg

. L. 105 s i 105, Menun meningkatkan
ansi s Kinerja Akuntabilit | Akuntabilitas .
. ,64 o . . 64 jang kepercayaan
Penyelen Instansi as Kinerja Kinerja Instansi ublik
ggaraan Pemerintah Pemerinta Pemerintah ? had
Pemerint h daerah erhadap
ahan pemerintahan
Daerah daerah.
1.3.1.1 Akuntabilita

.1 s kinerja

Meningka PROGRAM perangkat
PENUNJA Cakupan
tnya daerah yang
Akuntabil | . . NG Pelayanan baik
itas Nilai AKIP 104 URUSAN Penunjang 100, Menun meninekatk
N PD ,03 PEMERINT | Urusan 00 jang nekat:
Kinerja . an efisiensi
P K AHAN Pemerintah d
¢ eg::rgaha DAERAH Daerah Provinsi efae rllitivitas
PROVINSI pelayanan
publik.
1.3.1.1 | PROGRA Perencana Penyusunan
1.1 M Cakupan an, dokumen
Pelayanan Jumlah
PENUNJ Penunian Pengangga Dokumen perencanaa
ANG Urusagl g 100 | ran, dan Perencanaan 100, Menun n yang
URUSAN . ,00 Evaluasi A 00 jang lengkap dan
Pemerintah L. Evaluasi Kinerja
PEMERIN Daerah Kinerja ane Dlsusun akurat
TAHAN Provinsi Perangkat yang mendukung
DAERAH Daerah pelaksanaan
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Menun

Tujuan/ | Indikator C.a P | Program Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
PROVINS program dan
I kegiatan
yang efektif.
1.3.1.1 Penyusuna Penyusunan
.1.1.1 dokumen
n Jumlah ane baik
Dokumen Dokumen yang
200, Menun mendukung
Perencana Perencanaan .
00 jang perencanaa
an Perangkat .
n yang lebih
Perangkat Daerah
terstruktur
Daerah
dan terarah.
1.3.1.1 Koordinasi
.1.1.2 Jumlah yang baik
Koordinasi | Dokumen RKA - dalam
dan SKPD dan Menun penyusunan
Penyusuna | Laporan Hasil 100, jang RKA-SKPD
n Koordinasi 00 memastikan
Dokumen Penyusunan anggaran
RKA-SKPD | Dokumen RKA- yang lebih
SKPD efektif dan
efisien.
1.3.1.1 Koordinasi
.1.1.3 Jumlah yang baik
dalam
Koordinasi Dokumen penyusunan
Perubahan RKA-
dan dokumen
SKPD dan
Penyusuna Laporan Hasil Menun perubahan
n porarn = : RKA-SKPD
Koordinasi jang .
Dokumen Penvusunan memastikan
Perubahan yu adaptasi
RKA-SKpD | Dokumen anggaran
Perubahan RKA- agg .
SKPD yang sesuai
dengan
kebutuhan.
1.3.1.1 Koordinasi | Jumlah Laporan Laporan
.1.1.4 dan Capaian Kinerja capaian
Penyusuna | SKPD dan kinerja yang
n Laporan Laporan Hasil komprehens
Capaian Koordinasi if membantu
. R 142, Menun .
Kinerja Penyusunan 86 an evaluasi dan
dan Laporan jang perbaikan
Ikhtisar Capaian Kinerja kinerja
Realisasi dan Iktisar SKPD secara
Kinerja Realisasi Kinerja berkelanjuta
SKPD SKPD n.
1.3.1.1 Tidak
.1.1.5 adanya
laporan
evaluasi
. kinerja
Eyalu.am Jumlah .Lapora}n Tidak menunjukka
Kinerja Evaluasi Kinerja
0,00 Menun n kurangnya
Perangkat Perangkat o upava
Daerah Daerah Jjang pay
dalam
melakukan
evaluasi dan
perbaikan
kinerja.
1.3.1.1 Administra Jumlah Administrasi
1.2 si Dokumen 100, Menun | keuangan
Administrasi 00 jang yang baik
Keuangan
Keuangan mendukung
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) 3) (4) () (6) (7) (8) )
Perangkat Perangkat transparansi
Daerah Daerah dan
akuntabilita
S
pengelolaan
keuangan
perangkat
daerah.
1.3.1.1 Penyediaan
.1.2.1 gaji dan
tunjangan
yang tepat
Penyediaa Jumlah Orang waktu dan
n Gaji dan | yang Menerima 81,6 Menun | sesuai
Tunjangan | Gaji dan 7 jang meningkatk
ASN Tunjangan ASN an
kesejahteraa
n dan
motivasi
ASN.
1.3.1.1 Penvediaa Administrasi
.1.2.2 ¥ Jumlah pelaksanaan
n .
Administra Dokumen Hasil tugas yang
si Penyediaan 100, Menun baik
Administrasi 00 jang mendukung
Pelaksana
an Tugas Pelaksanaan kelancaran
ASN g Tugas ASN operasional
ASN.
1.3.1.1 Penyusunan
1.2.3 laporan
Koordinasi Jumlah Laporan keuangan
dan Keuangan Akhir akhir tahun
Tahun SKPD yang baik
Penyusuna
dan Laporan mendukung
n Laporan . - . 400, Menu .
Hasil Koordinasi . transparansi
Keuangan 00 njang
- Penyusunan dan
Akhir i
Laporan akuntabilita
Tahun .
SKPD Keuangan Akhir s
Tahun SKPD pengelolaan
keuangan
SKPD
1.3.1.1 Pengelolaa | Jumlah
1.2.4 n dan Dokumen Bahan
Penyiapan Tanggapan . | Target
Bahan Pemeriksaan Ia\l/lrf:nunj terpenuhi
Tanggapan | dan Tindak g sebagian
Pemeriksa lanjut
an Pemeriksaan
1.3.1.1 Jumlah Laporan
.1.2.5 . . | Bulanan/Triwul
Koordinasi
dan an/Semesteran
SKPD dan
Penyusuna Laporan '
n Laporan Koordinasi 200, Tidak . | Belum ada
Keuangan Menunj s
Penyusunan 00 realisasi
Bulanan/ ang
. Laporan
Triwulana
Keuangan
n/Semeste .
Bulanan /Triwul
ran SKPD
an/Semesteran
SKPD
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
1.3.1.1 Penyusuna Jumlah
.1.2.6 n
Dokumen
Pelaporan
Laporan dan .
dan . Menunj | Proses
.. Analisis 0,00 . .
Analisis . ang berjalan baik
. Prognosis
Prognosis -
L Realisasi
Realisasi Anooaran
Anggaran g8
1.3.1.1 Administra
.1.3 si Barang Jumlah
Milik Dokl_m_len . 166, Menunj | Target
Daerah Administrasi 67 an tercapai
pada Barang Milik g p
Perangkat Daerah
Daerah
1.3.1.1 Penyusuna
.1.3.1 n
zﬁrencana Jumlah Rencana Tidak
Kebutuhan 500, . | Belum ada
Kebutuhan s Menunj
Barang Barang Milik 00 ang laporan
s Daerah SKPD
Milik
Daerah
SKPD
1.3.1.1 Penatausa Jumlah Laporan
1.3.2 haan .
Penatausahaan Tidak
Barang 0 . | Belum ada
s Barang Milik 0,00 | Menunj
Milik dokumen
Daerah pada ang
Daerah SKPD
pada SKPD
1.3.1.1 Pemanfaat Jumlah
1.3.3 an Barang Dokumen Hasil Menuni | Laporan
Milik Pemanfaatan 0,00 an J belr‘)'alan baik
Daerah Barang Milik g J
SKPD Daerah
11.341.1 /S-\idmmlstra Jumlsh Laporan
Kepegawai Admlnlstr.am 100, Menunj | Target
Kepegawaian .
an 00 ang tercapai
Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
1.3.1.1 Pengadaan
141 PD?.Ill(:;an Jumlah Paket
Beserta Pakaian Dinas 1.25 Menunj | Proses
. Beserta Atribut 0,00 ang berjalan
Atribut Kelengkapannya
Kelengkap grapanny
annya
1.3.1.1 Peningkata | Jumlah unit
1.4.2 n Sarana peningkatan Tidak
dan sarana dan . | Belum ada
Menunj . .
Prasarana prasarana koordinasi
1 . . ang
Disiplin disiplin pegawai
Pegawai
1.3.1.1 Koordinasi | Jumlah
1.4.3 dan Dokumen Hasil
Pelaksana Koordinasi dan Tidak Belum ada
an Sistem Pelaksanaan 0,00 | Menunj .
. - . evaluasi
Informasi Sistem Informasi ang
Kepegawai Kepegawaian
an
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P og Indikator C.a p Ja.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) 3) (4) () (6) (7) (8) )
1.3.1.1 Monitorin Jumlah
.1.4.4 2 | Dokumen
, Evaluasi, Monitorin
dan 08 Menunj | Pendidikan
o Evaluasi dan 0,00 .
Penilaian o . ang berjalan
- Penilaian Kinerja
Kinerja .
. Pegawai
Pegawai
1.3.1.1 L1 Jumlah Pegawai
1.4.5 Pendidikan Berdasarkan
dan Tugas dan
Pelatihan gas Tidak
. Fungsi yang 20,0 . | Belum ada
Pegawai . . Menunj e
Berdasark Mengikuti 0 ang sosialisasi
Pendidikan dan
an Tugas .
. | Pelatihan
dan Fungsi
1.3.1.1 Jumlah orang
1.4.6 Sosialisasi | Y218 rpenglkuh .
sosialisasi Tidak
Peraturan . | Belum ada
peraturan 0,00 | Menunj L
Perundang bimbingan
perundang- ang
-Undangan
undangan
1.3.1.1 Jumlah Orang
1.4.7 Bimbingan | yang Mengikuti
Teknis Bimbingan
Implement Teknis . Menunj | Administrasi
asi Implementasi 0,00 . .
ang berjalan baik
Peraturan Peraturan
Perundang | Perundang-
-Undangan | undangan
1.3.1.1 Administra Jurnl.al.'l Lapgran .
1.5 ) Administrasi Tidak
si Umum 306, . | Belum ada
Umum Menunj -
Perangkat 62 penyediaan
Perangkat ang
Daerah
Daerah
1.3.1.1 Penyediaa Jumlah Paket
.1.5.1 n Komponen
Komponen Instalasi Listrik .
. Tidak
Instalasi Penerangan . | Belum ada
. 0,00 Menunj .
Listrik/Pe Bangunan an penyediaan
nerangan Kantor yang g
Bangunan | Disediakan
Kantor
1.3.1.1 Penyediaa Jumlah unit
1.5.2 n Penyediaan
Peralatan Peralatan dan 0.00 Menunj | Penyediaan
dan Perlengkapan ’ ang berjalan baik
Perlengkap | Kantor
an Kantor
11. 35. 1?;1 Eenyedlaa Jumlah Paket
o Peralatan 250, Menunj | Target
Peralatan .
Rumah Tangga 00 ang tercapai
Rumah L
yang Disediakan
Tangga
1.3.1.1 Penvediaa Jumlah paket
1.5.4 Y bahan logistik . | Target
n Bahan 1.25 | Menunj .
L. kantor yang terpenuhi
Logistik o 0,00 | ang .
disediakan sebagian
Kantor
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
1.3.1.1 Penyediaa Jumlah paket
.1.5.5 n Barang barang cetakan Penvediaan
Cetakan dan 500, Menunj Y
Berjalan
dan penggandaan 00 ang Lancar
Pengganda | yang disediakan
an
1.3.1.1 Penvediaa Jumlah
1.5.6 Y dokumen Bahan
n Bahan
Bacaan - dan
Bacaan . | Bahan
Peraturan 60,0 Menunj
dan bacaan
Perundang- 0 ang .
Peraturan tersedia
undangan yang
Perundang L
disediakan
-Undangan
1.3.1.1 Penyediaa Jumlah Pa.ket. Tidak Belum ada
1.5.7 n Bahan/ Material . L
. . 0,00 Menunj | realisasi
Bahan/Ma | yang Disediakan .
. ang penyediaan
terial
1.3.1.1 Fasilitasi Jumlah laporan Kunjungan
1.5.8 . fasilitasi 500, Menunj | tamu
Kunjungan kun .
T unjungan tamu | 00 ang berjalan
amu
lancar
1.3.1.1 Penyelengg Jumlsh laporan
1.5.9 araan
penyelenggaraan Rapat
Rapat
. . Rapat koordinasi | 1.12 Menunj | koordinasi
Koordinasi - .
dan dan konsultasi 0,00 ang berjalan
. SKPD baik
Konsultasi
SKPD
1.3.1.1 Jumlah
.1.5.10 Penatausa Dokumen . Arsip
- Tidak . .
haan Arsip | Penatausahaan . | dinamis
- . ) . - 0,00 Menunj
Dinamis Arsip Dinamis an belum
pada SKPD | pada SKPD g tertata
1.3.1.1 Jumlah
.1.5.11 Dukungan | Dokumen
Pelaksana Dukungan
an Sistem Pelaksanaan .
. - Tidak Dukungan
Pemerinta Sistem .
. 0,00 Menunj | belum
han Pemerintahan an tersedia
Berbasis Berbasis g
Elektronik Elektronik
pada SKPD | pada SKPD
1.3.1.1 Pengadaan Jumlah Barang
1.6 Barang o
Milik Milik Daerah
Daerah Penunjang 185, Menunj Pen.gadaan
Penunjang Urusan 00 ang berjalan
Pemerintah baik
Urusan
. Daerah yang
Pemerinta Tersedia
h Daerah
1.3.1.1 Jumlah Unit
Pengadaan
.1.6.1 Kendaraan
Kendaraan Dinas Pengadaan
Dinas . 100, Menunj | kendaraan
. Operasional .
Operasion 00 ang berjalan
atau Lapangan
al atau o lancar
yang Disediakan
Lapangan

44




Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) 3) (4) () (6) (7) (8) )
1.3.1.1 Pengadaan
1.6.2 Pengadaan Jumlah p ake'F 100, Menunj | mebel
mebel yang dise -
Mebel ; 00 ang berjalan
diakan baik
1.3.1.1 Pengadaan | Jumlah Unit Pengadaan
1.6.3 Peralatan Peralatan dan 300, Menunj | mesin
dan Mesin Mesin Lainnya 00 ang berjalan
Lainnya yang Disediakan baik
1.3.1.1 Jumlah Unit Belum ada
1.6.4 Pengadaan | Aset Tetap Tidak engadaan
Aset Tetap Lainnya yang 0,00 Menunj peng
. . p aset tetap
Lainnya Disediakan ang .
lainnya
1.3.1.1 Pengadaan
1.6.5 Sarana Jumlah Unit
dan Sarana dan Belum ada
Prasarana Prasarana Tidak pengadaan
Gedung Gedung Kantor 0,00 Menunj | sarana dan
Kantor atau Bangunan ang prasarana
atau Lainnya yang lainnya
Bangunan Disediakan
Lainnya
1.3.1.1 Pengadaan
1.6.6 Sarana Jumlah Unit
dan Sarana dan
Prasarana Prasarana Pensadaan
Pendukun Pendukung 800, Menunj b 8
erjalan
g Gedung Gedung Kantor 00 ang baik
Kantor atau Bangunan
atau lainnya yang
Bangunan Disediakan
Lainnya
1.3.1.1 Penyediaa
1.7 n Jasa
Penunjang | Jumlah Lap.oran 120, Menunj Lappran
Urusan Jasa Penunjang 83 an berjalan
Pemerinta Urusan g baik
han
Daerah
1.3.1.1 . Jumlah laporan
Penyediaa . . .
.1.7.1 penyediaan jesa . | Penyediaan
n Jasa 250, Menunj | . -
surat menyurat jasa berjalan
Surat 00 ang 1
ancar
Menyurat
1.3.1.1 . Jumlah laporan
Penyediaa . <
1.7.2 penyediaan jesa
n Jasa . . .
. komunikasi, . | Penyediaan
Komunika . 241, Menunj | . .
. sumber daya air jasa berjalan
si, Sumber . 67 ang
. dan listrik yang lancar
Daya Air disediakan
dan Listrik
1.3.1.1 Penyediaa Jumlah Laporan
1.7.3 n Jasa Penyediaan Jasa Tidak Belum ada
Peralatan Peralatan dan . .
0,00 Menunj | penyediaan
dan Perlengkapan an asa
Perlengkap | Kantor yang g J
an Kantor Disediakan
1.3.1.1 Penyediaa Jumlah lapqran . | Penyediaan
1.7.4 penyediaan jasa 600, Menunj :
n Jasa berjalan
pelayanan 00 ang
Pelayanan lancar
umum
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P og Indikator C.a p Ja.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
Umum kantor yang dise
Kantor diakan
1.3.1.1 Pemelihara
1.8 an Barang
Milik
Daerah Jumlah Barang . | Pemeliharaa
. s 102, Menunj .
Penunjang | Milik Daerah 13 an n berjalan
Urusan yang Terpelihara g baik
Pemerinta
han
Daerah
1.3.1.1 Penyediaa
.1.8.1 n Jasa
Pemelihara | Jumlah
an, Biaya Kendaraan
Pemelihara | Dinas
an, Pajak Operasional 100, Menunj Peme}lharaa
dan atau Lapangan n berjalan
L. o 00 ang
Perizinan yang Dipelihara lancar
Kendaraan | dan Dibayarkan
Dinas Pajak dan
Operasion Perizinannya
al atau
Lapangan
1.3.1.1 Pemelihara Jumlah mebel Tidak Belum ada
1.8.2 yang dipelihara 0,00 Menunj | pemeliharaa
an Mebel
ang n mebel
1.3.1.1 Pemelihara | Jumlah
1.8.3 an Peralatan dan . | Pemeliharaa
- . 160, Menunj .
Peralatan Mesin Lainnya 00 an n berjalan
dan Mesin | yang Dipelihara g baik
Lainnya
1.3.1.1 Pemehhar:.a Jumlah Gedung
1.8.4 an/Rehabil
ot Kantor dan .
itasi . | Pemeliharaa
Bangunan 300, Menunj .
Gedung Lainnva van 00 an n berjalan
Kantor dan anya yang g baik
Baneunan Pelihara/
neu Rehabilitasi
Lainnya
1.3.1.1 Pemelihara
1.8.5 .an/ Rehabﬂ Jumlah Sarana
itasi
dan Prasarara
Sarana
Gedung Kantor .
dan . | Pemeliharaa
dan Bangunan 133, Menunj .
Prasarana . n berjalan
Lainnya yang 33 ang -
Gedung o baik
Kantor dipelihara/
Rehabilitasi
atau
Bangunan
Lainnya
1.3.1.1 Pemelihara
1.8.6 an/Rehabil
itasi Jumlah paket
Sarana pemeliharaan/ Pemeliharaa
dan rehabilitasi 133, Menunj .
n berjalan
Prasarana gedung kantor 33 ang -
baik
Pendukun yang
g Gedung dilaksanakan
Kantor
atau
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Menun

. . Program q j
Tujuan/ | Indikator C.a P ogra Indikator C.a p -'a.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
Bangunan
Lainnya
1.3.2 Meningka Indeks Pelayanan
tkan . .
. Kepuasan 87, Menunj | publik
Kualitas .
Pelayanan 08 ang berjalan
Pelayana Publik sesuai target
n Publik g
11'3 21| Meningka PROGRAM gg;i?a”ney Survey
tnya, Nilai 80, PELAYANA Masyarakat Atas | 106, Menunj | kepuasan
kualitas Pelayanan 13 N Penyelenggaraan | 52 an, menunjukka
pelayana | Publik PTSP PENANAM | o SHBEe g i i
n PTSP AN MODAL Zan
Non Perizinan
1.3.2.1 Nilai Survey Penanama
1.1 PROGRA Kepuasan n Modal
M Masyarakat yang .
PELAYAN | Atas Ruang Jumlah Regulasi | Survey
106 . Perizinan dan 106, Menunj | kepuasan
AN Penyelengga Lingkupny .. )
,52 : Non Perizinan 52 ang menunjukka
PENANA raan a Lintas ang Disusun n hasil baik
MAN Perizinan Daerah yang
MODAL dan Non Kabupaten
Perizinan /Kota
1.3.2.1 Penvediaa Jumlah Pelaku
1101 ¥ Usaha yang
n
Mendapatkan
Pelayanan
Pelayanan
Terpadu T
.. erpadu
Perizinan ..
Perizinan dan
dan Non L. .
L. Nonperizinan Penyediaan
Perizinan - .
- Berbasis Sistem 1.09 Menunj | pelayanan
Berbasis -
. Pelayanan 0,00 | ang berjalan
Sistem .7 .
Perizinan baik
Pelayanan
2. Berusaha
Perizinan . .
Terintegrasi
Berusaha
Terintegras Secara
. Elektronik
i Secara .
Elektronik Lintas Daerah
Kabupaten /Kota
1.3.2.1 Jumlah Kegiatan
.1.1.2 Usaha dari
Pelaku Usaha
Pemantaua | yang mendapat
n Pemantauan
Pemenuha Pemenuhan
n Komitmen Pemantauan
Komitmen Perizinan 5.00 | Menunj .
.. berjalan
Perizinan Berusaha dan 0,00 ang -
.. sesuai target
dan Non Nonperizinan
Perizinan Penanaman
Penanama Modal Lintas
n Modal Daerah
Kabupaten/
Kota bagi Palaku
Usaha
1.3.2.1 Koordinasi | Jumlah Pelaku
.1.1.3 dan Usaha yang Belum ada
Sinkronisa | Melakukan Tidak pelaku
si Koordinasi dan 0,00 | Menunj | usahayang
Penetapan Sinkronisasi ang melakukan
Pemberian | Penetapan koordinasi
Fasilitas /I Pemberian
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Menun

. . Program . j
Tujuan/ | Indikator C.a P og Indikator C.a p Ja.ng/ ..
No. Sasaran | Kineria aian | / Kineria aian | Tidak Analisis
J % Kegiatan J % Menun
jang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
nsentif Fasilitas/Insenti
Daerah f Daerah
Kabupaten/Kota
1.3.2.1 Penanama
1.2 n Modal
yang
Menurut
Ketentuan Jumlah izin .
Peraturan . | Izin
Kewenangan 109, Menunj . .
Perundang s diterbitkan
Daerah Provinsi 00 ang .
an- ane Diterbitkan sesual target
Undangan yang
Menjadi
Kewenang
an Daerah
Provinsi
1.3.2.1 Penvediaa Jumlah Pelaku
.1.2.1 Y Usaha yang
n AN
Terfasilitasi
Pelayanan
Pelayanan
Terpadu
.. Terpadu
Perizinan .
Perizinan dan
dan Non -
.. Nonperizinan . Belum ada
Perizinan N Tidak
- Berbasis Sistem . | pelaku
Berbasis 0,00 | Menunj
. Pelayanan usaha yang
Sistem e ang PP
Perizinan difasilitasi
Pelayanan
e Berusaha
Perizinan . .
Terintegrasi
Berusaha
Terintegras Secara
. Elektronik
i Secara Kewenangan Da
Elektronik gan,
erah Provinsi
1.3.2.1 Jumlah Kegiatan
.1.2.3 . . dari Pelaku
Koordinasi
d Usaha yang
an
- . Melakukan
Sinkronisa . .
. Koordinasi dan .
si Sinkronisasi Tidak Belum ada
Penetapan 0,00 Menunj | kegiatan
. Penetapan . L
Pemberian . ang sinkronisasi
o Pemberian
Fasilitas/I i
. Fasilitas/
nsentif .
Insentif Daerah
Daerah
Kewenangan Da
erah Provinsi
1.3.2.1 Penyediaa Jumlah Orang
.1.2.4 yang
n Layanan
. Mendapatkan
Konsultasi
d Layanan
an .
Konsultasi dan
Pengelolaa
Pengaduan
n Masyarakat Layanan
Pengaduan Y 6.14 | Menunj | konsultasi
Terhadap .
Masyaraka . 0,00 ang berjalan
Terkait .
t terhadap baik
Pelayanan
Pelayanan T
erpadu
Terpadu -
iR Perizinan dan
Perizinan ..
Nonperizinan
dan Non
.. Kewenangan
Perizinan

Daerah Provinsi

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

48




Berikut adalah penjelasan dalam bentuk paragraf dari tabel-tabel di atas:

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas
iklim usaha dan investasi, dengan indikator kinerja mencapai 12,6.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.524.211.200 dan realisasi
mencapai Rp 3.056.164.861, dengan persentase capaian 86,72%. Analisis
menunjukkan bahwa anggaran mencukupi dan realisasi berjalan dengan

baik.

Selain itu, berbagai pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya juga dilakukan. Sebanyak 300 gedung kantor dan
bangunan lainnya ditargetkan untuk dipelihara atau direhabilitasi, dengan
hasil yang menunjang karena proses pemeliharaan berjalan dengan baik.
Sarana dan prasarana gedung kantor serta bangunan lainnya juga
dipelihara dan direhabilitasi dengan target sebanyak 133,33 unit dan

proses ini berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ditetapkan
indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dengan target
87,08. Proses pelayanan publik ini berjalan sesuai target dan menunjang
peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga
menunjukkan hasil yang baik, dengan nilai pelayanan publik mencapai
80,13 dan survey kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan mencapai 106,52. Program pelayanan penanaman modal
juga berjalan dengan baik, menunjukkan hasil survey kepuasan

masyarakat yang positif.

Di sisi lain, upaya penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik berjalan dengan baik. Sebanyak 1.090 pelaku usaha
mendapatkan pelayanan terpadu ini. Selain itu, pemantauan pemenuhan
komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal juga dilakukan
dengan target 5.000 kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dipantau.

Pemantauan ini berjalan sesuai target.
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Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum menunjang, seperti
koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas atau insentif
daerah, di mana belum ada pelaku usaha yang melakukan koordinasi ini.
Begitu pula dengan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan
perundangan-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi, di mana
jumlah izin kewenangan daerah provinsi yang diterbitkan sesuai target,
tetapi pelaku usaha yang difasilitasi pelayanan terpadu perizinan masih

belum ada.

Terakhir, layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan
masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
berjalan baik, dengan jumlah orang yang mendapatkan layanan ini
mencapai 6.140. Secara keseluruhan, sebagian besar kegiatan yang

dilakukan berjalan dengan baik dan menunjang tujuan yang ingin dicapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait
anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | PROGRAM
1.1. | PENGEMBANGAN

302.275.300 290.418.050 96,08
1 IKLIM PENANAMAN
MODAL
1.2. | Penetapan Pemberian
1.1. | Fasilitas/Insentif
1.5 | dibidang Penanaman
0 0 0

Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah

Provinsi
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Penetapan Kebijakan
1.1. | Daerah dalam
1.5. | Pemberian
1 Fasilitas/Insentif dan 0 0 0
Kemudahan
Penanaman Modal
1.2. | Evaluasi Pelaksanaan
1.1. | Pemberian
1.5. | Fasilitas/Insentif dan 0 0 0
2 Kemudahan
Penanaman Modal
1.2. | Pembuatan Peta
1.1. | Potensi Investasi 302.275.300 290.418.050 96,08
1.6 | Provinsi
1.2. | Penyusunan Rencana
1.1. | Umum Penanaman
6. | Modal Dacrah Provinsi 52.275.300 47.375.000 90,63
1
1.2. | Penyediaan Peta
1.1. | Potensi dan Peluang
L 6. | Usaha Provinsi 250.000.000 243.043.050 97,22
2
1.2. | PROGRAM PROMOSI
1.1. | PENANAMAN MODAL 1.364.162.000 1.357.857.867 99,54
2
1.2. | Penyelenggaraan
1.1. | Promosi Penanaman
2.1 | Modal yang Menjadi 1.364.162.000 1.357.857.867 99,54
Kewenangan Daerah
Provinsi
1.2. | Penyusunan Strategi
1.1. | Promosi Penanaman
2.1. | Modal Kewenangan 1.230.082.000 1.223.777.867 99,49
1 Provinsi
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Pelaksanaan Kegiatan
1.1. | Promosi Penanaman
2.1. | Modal Kewenangan 134.080.000 134.080.000 100,00
2 Provinsi
1.2. | PROGRAM
1.1. | PENGENDALIAN
3 PELAKSANAAN 1.857.773.900 1.407.888.944 75,78
PENANAMAN MODAL
1.2. | Pengendalian
1.1. | Pelaksanaan
3.2 | Penanaman Modal
yang Menjadi 1.857.773.900 1.407.888.944 75,78
Kewenangan Daerah
Provinsi
1.2. | Koordinasi dan
1.1. | Sinkronisasi
3.2. | Pemantauan 0 0 0
1 Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.2. | Koordinasi dan
1.1. | Sinkronisasi
3.2. | Pembinaan 1.423.411.900 1.173.080.944 82,41
2 Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.2. | Koordinasi dan
1.1. | Sinkronisasi
3.2. | Pengawasan 434.362.000 234.808.000 54,06
3 Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.3. | PROGRAM
1.1. | PENUNJANG URUSAN
) PEMERINTAHAN 9.652.931.352 8.960.829.696 92,83

DAERAH PROVINSI
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. | Perencanaan,
1.1. | Penganggaran, dan

214.771.830 200.365.866 93,29
1.1 | Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

1.3. | Penyusunan Dokumen
1.1. | Perencanaan

105.350.800 105.102.640 99,76
1.1. | Perangkat Daerah
1
1.3. | Koordinasi dan
1.1. | Penyusunan Dokumen

58.907.130 57.226.930 97,15
1.1. | RKA-SKPD
2
1.3. | Koordinasi dan
1.1. | Penyusunan Dokumen

26.299.900 25.050.296 95,25
1.1. | Perubahan RKA-SKPD
3
1.3. | Koordinasi dan
1.1. | Penyusunan Laporan
1.1. | Capaian Kinerja dan 24.214.000 12.986.000 53,63
4 Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
1.3. | Evaluasi Kinerja
1.1. | Perangkat Daerah
0 0 0

1.1.
S
1.3. | Administrasi
1.1. | Keuangan Perangkat 6.161.700.622 5.834.343.800 94,69
1.2 | Daerah
1.3. | Penyediaan Gaji dan
1.1. | Tunjangan ASN
Lo 5.908.017.072 5.583.405.750 94,51
1
1.3. | Penyediaan

202.080.000 202.080.000 100,00
1.1. | Administrasi

53




No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2. | Pelaksanaan Tugas
2 ASN
1.3. | Koordinasi dan
1.1. | Penyusunan Laporan
8.350.000 6.050.000 72,46
1.2. | Keuangan Akhir
3 Tahun SKPD
1.3. | Pengelolaan dan
1.1. | Penyiapan Bahan
viap 0 0 0
1.2. | Tanggapan
4 Pemeriksaan
1.3. | Koordinasi dan
1.1. | Penyusunan Laporan
1.2. | Keuangan Bulanan/ 43.253.550 42.808.050 98,97
S Triwulanan/Semestera
n SKPD
1.3. | Penyusunan Pelaporan
1.1. | dan Analisis Prognosis
0 0 0
1.2. | Realisasi Anggaran
6
1.3. | Administrasi Barang
1.1. | Milik Daerah pada 7.300.000 3.140.000 43,01
1.3 | Perangkat Daerah
1.3. | Penyusunan
1.1. | Perencanaan
7.300.000 3.140.000 43,01
1.3. | Kebutuhan Barang
1 Milik Daerah SKPD
1.3. | Penatausahaan
1.1. | Barang Milik Daerah
0 0 0
1.3. | pada SKPD
2
1.3. | Pemanfaatan Barang
1.1. | Milik Daerah SKPD
0 0 0
1.3.
3
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. | Administrasi
1.1. | Kepegawaian 363.332.500 362.922.690 99,89
1.4 | Perangkat Daerah
1.3. | Pengadaan Pakaian
1.1. | Dinas Beserta Atribut
320.600.000 320.600.000 100,00

1.4. | Kelengkapannya
1
1.3. | Peningkatan Sarana
1.1. | dan Prasarana Disiplin

0 0 0
1.4. | Pegawai
2
1.3. | Koordinasi dan
1.1. | Pelaksanaan Sistem

0 0 0
1.4. | Informasi Kepegawaian
3
1.3. | Monitoring, Evaluasi,
1.1. | dan Penilaian Kinerja

0 0 0
1.4. | Pegawai
4
1.3. | Pendidikan dan
1.1. | Pelatihan Pegawai

42.732.500 42.322.690 99,04

1.4. | Berdasarkan Tugas
S dan Fungsi
1.3. | Sosialisasi Peraturan
1.1. | Perundang-Undangan

0 0 0
1.4.
6
1.3. | Bimbingan Teknis
1.1. | Implementasi

0 0 0
1.4. | Peraturan Perundang-
7 Undangan
1.3. | Administrasi Umum
1.1. | Perangkat Daerah 381.361.805 369.705.445 96,94
1.5
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Konsultasi SKPD

No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. | Penyediaan Komponen
1.1. | Instalasi

3.497.250 0,00
1.5. | Listrik/Penerangan
1 Bangunan Kantor
1.3. | Penyediaan Peralatan
1.1. | dan Perlengkapan

gLap 0 0 0

1.5. | Kantor
2
1.3. | Penyediaan Peralatan
1.1. | Rumah Tangga
s 4.200.000 4.200.000 100,00
3
1.3. | Penyediaan Bahan
1.1. | Logistik Kantor
Ls 16.929.555 16.455.000 97,20
4
1.3. | Penyediaan Barang
1.1. | Cetakan dan

12.883.300 8.258.500 64,10
1.5. | Penggandaan
5
1.3. | Penyediaan Bahan
1.1. | Bacaan dan Peraturan

1.440.000 1.200.000 83,33
1.5. | Perundang-Undangan
6
1.3. | Penyediaan
1.1. | Bahan/Material

0 0 0

1.5.
7
1.3. | Fasilitasi Kunjungan
1.1. | Tamu
Ls 44.300.000 43.157.000 97,42
8
1.3. | Penyelenggaraan
1.1. | Rapat Koordinasi dan 298.111.700 296.434.945 99,44
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.5.
9
1.3. | Penatausahaan Arsip
1.1. | Dinamis pada SKPD
0 0 0
1.5.
10
1.3. | Dukungan
1.1. | Pelaksanaan Sistem
0 0 0
1.5. | Pemerintahan Berbasis
11 Elektronik pada SKPD
1.3. | Pengadaan Barang
1.1. | Milik Daerah
697.097.980 510.682.506 73,26
1.6 | Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.3. | Pengadaan Kendaraan
1.1. | Dinas Operasional
45.300.000 45.300.000 100,00
1.6. | atau Lapangan
1
1.3. | Pengadaan Mebel
1.1.
L6 20.175.000 19.900.000 98,64
2
1.3. | Pengadaan Peralatan
1.1. | dan Mesin Lainnya
L6 186.500.000 166.000.000 89,01
3
1.3. | Pengadaan Aset Tetap
1.1. | Lainnya
0 0 0
1.6.
4
1.3. | Pengadaan Sarana dan
1.1. | Prasarana Gedung
0 0 0
1.6. | Kantor atau Bangunan
S Lainnya
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Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan

No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. | Pengadaan Sarana dan
1.1. | Prasarana Pendukung

445.122.980 279.482.506 62,79
1.6. | Gedung Kantor atau
9] Bangunan Lainnya
1.3. | Penyediaan Jasa
1.1. | Penunjang Urusan 891.791.620 885.631.262 99,31
1.7 | Pemerintahan Daerah
1.3. | Penyediaan Jasa Surat
1.1. | Menyurat
L7 3.275.000 3.050.000 93,13
1
1.3. | Penyediaan Jasa
1.1. | Komunikasi, Sumber

398.735.270 394.490.462 98,94
1.7. | Daya Air dan Listrik
2
1.3. | Penyediaan Jasa
1.1. | Peralatan dan

0 0 0

1.7. | Perlengkapan Kantor
3
1.3. | Penyediaan Jasa
1.1. | Pelayanan Umum

489.781.350 488.090.800 99,65
1.7. | Kantor
4
1.3. | Pemeliharaan Barang
1.1. | Milik Daerah

935.574.995 794.038.127 84,87
1.8 | Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.3. | Penyediaan Jasa
1.1. | Pemeliharaan, Biaya
1.8. | Pemeliharaan, Pajak
1 dan Perizinan 109.869.200 58.333.826 53,09
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1.3. | Pemeliharaan Mebel
1.1.
0 0 0
1.8.
2
1.3. | Pemeliharaan
1.1. | Peralatan dan Mesin
1.8. | Lainnya 19.305.000 18.800.000 97,38
3
1.3. | Pemeliharaan/Rehabili
1.1. | tasi Gedung Kantor
1.8. | dan Bangunan 536.648.800 458.617.500 85,46
4 Lainnya
1.3. | Pemeliharaan/Rehabili
1.1. | tasi Sarana dan
1.8. | Prasarana Gedung 0 0 0
S Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.3. | Pemeliharaan/Rehabili
1.1. | tasi Sarana dan
1.8. | Prasarana Pendukung 269.751.995 258.286.801 95,75
6 Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1.3. | PROGRAM
2.1. | PELAYANAN 822.987.600 790.833.110 96,09
1 PENANAMAN MODAL
1.3. | Penanaman Modal
2.1. | yang Ruang
1.1 | Lingkupnya Lintas 381.875.200 367.151.583 96,14
Daerah
Kabupaten/Kota
1.3. | Penyediaan Pelayanan
2.1. | Terpadu Perizinan dan
1.1. | Non Perizinan Berbasis 146.955.800 132.391.178 90,09

Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Terintegrasi Secara
Elektronik
1.3. | Pemantauan
2.1. | Pemenuhan Komitmen
1.1. | Perizinan dan Non 234.919.400 234.760.405 99,93
2 Perizinan Penanaman
Modal
1.3. | Koordinasi dan
2.1. | Sinkronisasi
1.1. | Penetapan Pemberian 0 0 0
3 Fasilitas/Insentif
Daerah
1.3. | Penanaman Modal
2.1. | yang Menurut
1.2 | Ketentuan Peraturan
Perundangan- 441.112.400 423.681.527 96,05
Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah
Provinsi
1.3. | Penyediaan Pelayanan
2.1. | Terpadu Perizinan dan
1.2. | Non Perizinan Berbasis
1 Sistem Pelayanan 0 0 0
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
1.3. | Koordinasi dan
2.1. | Sinkronisasi
1.2. | Penetapan Pemberian 0 0 0
3 Fasilitas/Insentif
Daerah
1.3. | Penyediaan Layanan
2.1. | Konsultasi dan
1.2. | Pengelolaan 441.112.400 423.681.527 96,05
4 Pengaduan
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No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)

Masyarakat terhadap

Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan

Sumber : Data Realisasi Keuangan DPMPTSP Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel:

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertujuan untuk
menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Program ini
memiliki anggaran sebesar Rp302.275.300 dan telah direalisasikan
sebesar Rp290.418.050, mencapai 96,08%. Beberapa kegiatan dalam
program ini termasuk pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan
anggaran Rp302.275.300 dan realisasi Rp290.418.050 (96,08%), serta
penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi yang

memiliki anggaran Rp52.275.300 dan realisasi Rp47.375.000 (90,63%).

Program Promosi Penanaman Modal fokus pada kegiatan promosi
untuk menarik investasi ke daerah. Program ini memiliki anggaran
Rp1.364.162.000 dan telah direalisasikan sebesar Rpl1.357.857.867,
dengan capaian sebesar 99,54%. Kegiatan dalam program ini meliputi
penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi
dengan anggaran Rpl1.230.082.000 dan realisasi Rpl.223.777.867
(99,49%), serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
kewenangan provinsi dengan anggaran Rpl134.080.000 dan realisasi

sebesar Rp134.080.000 (100,00%).

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan
untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Program
ini memiliki anggaran sebesar Rpl.857.773.900 dan realisasi
Rp1.407.888.944, dengan capaian sebesar 75,78%. Beberapa kegiatan
dalam program ini termasuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal

yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan anggaran
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Rpl1.857.773.900 dan realisasi Rpl1.407.888.944 (75,78%), serta
koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
dengan anggaran Rpl1.423.411.900 dan realisasi Rpl1.173.080.944
(82,41%).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
mencakup berbagai kegiatan pendukung administrasi pemerintah daerah.
Program ini memiliki anggaran Rp9.652.931.352 dan realisasi
Rp8.960.829.696, dengan capaian sebesar 92,83%. Kegiatan-kegiatan
dalam program ini termasuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp214.771.830 dan realisasi
Rp200.365.866 (93,29%), serta administrasi keuangan perangkat daerah
dengan anggaran Rp6.161.700.622 dan realisasi Rp5.834.343.800
(94,69%).

Program Pelayanan Penanaman Modal menyediakan layanan
terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik. Program ini memiliki anggaran
sebesar Rp822.987.600 dan realisasi sebesar Rp790.833.110, dengan
capaian sebesar 96,09%. Kegiatan dalam program ini termasuk
penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis
sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan

anggaran Rp441.112.400 dan realisasi Rp423.681.527 (96,05%).

Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah
dalam meningkatkan iklim investasi dan penanaman modal melalui
berbagai inisiatif dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan
dengan baik. Data anggaran, realisasi, dan persentase capaian
memberikan gambaran tentang efektivitas penggunaan anggaran dan

pencapaian tujuan dari masing-masing program.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan
dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara memiliki 3 sasaran strategis dengan 1 sasaran
strategis tercapai dan 2 sasaran strategis tidak tercapai.

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
adalah

a. Kurangnya jumlah investor nasional dan nilai investasi yang
terbatas menjadi hambatan utama dalam meningkatkan realisasi

investasi. Selain itu, keterbatasan daya serap tenaga kerja juga
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mempengaruhi kemampuan DPMPTSP untuk menarik lebih
banyak investasi.

. Nilai investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara relatif
kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Keterbatasan ini
menyebabkan daya dorong ekonomi yang dihasilkan juga kurang
maksimal.

. Kondisi Iklim Investasi, walaupun ada kebijakan yang
mempermudah proses perizinan, iklim investasi di Sulawesi
Tenggara masih dianggap kurang kondusif oleh investor.
Beberapa faktor seperti birokrasi yang kompleks dan
ketidakpastian regulasi masih menjadi tantangan yang harus
diatasi.

. Keterbatasan Infrastruktur yang kurang memadai menjadi
hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya.
Keterbatasan ini mencakup infrastruktur fisik seperti jalan,
listrik, dan air bersih, serta infrastruktur digital yang diperlukan
untuk mendukung sistem pelayanan perizinan berbasis
elektronik.

. Keterbatasan Daya Serap Tenaga Kerja, daya serap tenaga kerja
yang rendah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk
menarik investasi. Investor cenderung memilih lokasi yang
memiliki tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai. Oleh karena
itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
pelatihan dan pendidikan menjadi sangat penting.

Pelaksanaan Program yang Tidak Optimal, Sebagian besar
program memiliki anggaran yang besar tetapi realisasi yang
rendah, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya. Misalnya,
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan
anggaran Rpl.857.773.900 hanya mencapai realisasi
Rp1.407.888.944 (75,78%). Hal ini menunjukkan adanya

hambatan dalam pelaksanaan program yang mungkin
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disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antar

lembaga yang kurang efektif, atau hambatan lainnya.

. Koordinasi dan Sinkronisasi yang Kurang Efektif, kegiatan
koordinasi dan sinkronisasi sering kali kurang efektif, seperti
yang terlihat pada beberapa sub-kegiatan yang tidak memiliki
data anggaran dan realisasi. Misalnya, Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal tidak memiliki data anggaran dan realisasi.
Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

. Sistem Pelayanan yang Masih Perlu Ditingkatkan, meskipun
sudah ada sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik,
implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan
layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Penyediaan
Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan,
misalnya, memiliki anggaran Rp441.112.400 dan realisasi
Rp423.681.527 (96,05%), yang menunjukkan bahwa masih ada

ruang untuk perbaikan dalam hal pelayanan.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diperlukan upaya

kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan

iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan realisasi investasi

di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Tarik Investasi

65



e Promosi Investasi yang Lebih Agresif: Mengadakan pameran,
seminar, dan roadshow untuk menarik investor baik domestik
maupun internasional.

e Penyediaan Informasi yang Transparan: Menyediakan data yang
komprehensif dan terkini mengenai potensi investasi di Sulawesi
Tenggara melalui berbagai platform.

2. Penyederhanaan Proses Perizinan

e Optimalisasi Sistem OSS: Memastikan sistem Online Single
Submission (OSS) berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan
mudah oleh para investor.

e Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan pelatihan bagi pegawai dan
sosialisasi bagi masyarakat mengenai tata cara penggunaan sistem
perizinan berbasis elektronik.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

e Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan program pelatihan
dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal
agar siap bekerja di sektor-sektor yang diinvestasikan.

e Kerjasama dengan Perguruan Tinggi: Bekerjasama dengan
perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhan industri.

4. Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan

e Evaluasi Regulasi: Melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi
yang menghambat investasi, serta memastikan adanya kepastian
hukum bagi investor.

e Pemberian Insentif: Mengkaji dan memberikan insentif fiskal dan
non-fiskal yang menarik bagi investor, seperti pembebasan pajak
dan kemudahan akses lahan.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga

e Pembentukan Tim Koordinasi: Membentuk tim koordinasi antar

lembaga untuk memastikan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan

penanaman modal.
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e Rapat Koordinasi Rutin: Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk
membahas perkembangan, hambatan, dan solusi yang dapat
diambil.

6. Monitoring dan Evaluasi

e Penyusunan Indikator Kinerja: Menyusun indikator kinerja yang
jelas dan terukur untuk memantau kemajuan setiap program dan
kegiatan.

e Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengambil langkah
perbaikan yang diperlukan.

7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi
langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini, diharapkan
dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pihak-
pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Kendari, 14 Februari 2025

TR
-N'Z}/MAN MODAL DAN

\¢ ‘\ \\.3:
% \})
’SIPA ‘ INGI, SE, M.Si
Pembina U§ama Muda Gol. IV/c

NIP. 19771014 200312 1 007
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

o,
e

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parinringi, SE, M.Si

Jabatan . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Komjen Pol. Purn Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K.,M.H
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 2 Januari 2024

PIHAK PERTf\MA

"y

C.) ANDAP BUDH| REVIANTO, S.LK. M H Parinlingi, SE, M.Si

KOMJEN POL (P) Dr.
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2024
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
37
Jumlah Investor (PMDN/PMA) Banialiatn
Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA) R‘;' 'z: : 3
Meningkatnya Daya
Saing Investasi Jumlah Izin yang Diterbitkan 500 Izin
il Jumilah Media Promosi Penanaman Modal 4 Media
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sangat Baik
Lama Maksimal Waktu Pelayanan 1 hari
Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik A-)
ANGGARAN
NO. PROGRAM (RP)
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 356,567,300,-
2 Program Promosi Penanaman Modal 943,100,000,-
3. Program Pelayanan Penanaman Modal 850,701,000,-
4 z‘ﬁar'am Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman 1,836,317.700.-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Provinsi 8,793,795,358,-
Jumlah 12.939.653.358,-

Kendari, Z Januari 2024

Pj. GUBERNUR SULAWI NGGARA

KOMJEN POL (P) Dr, (H£.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.1LK ,M.H.
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Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah

Tahun n (Jika Ada)

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVIMSI SULAWESI TENMGGARA DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERJAMNJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di bawah ini -

Mama » Parinringi, SE, M. 5i

Jabatam : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Safu Pintue Provinsi
Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Mama  Komjen Pol. Purn Dr. (H.C.} Andap Budhi Reviante, S.1.K. M.H
Jabatam : P, Gubernur Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut PIHAK KEDLA

PIHAK PERTAMA pada fahun 2024 ini berjanji akam mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perfanjian perubahan ini dalam rangka mencapai target kinena
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut memnjadi tanggung jawab PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yvang diperdukan

dalam rangka pemberan penghargaan dan sanksi.

Kendari, ¥ Oktober 2024

Pj. GUEBERMUR SLULAW MNGGARA KEPALA DINAS,

F"FanTSF""r

KOMJIEN POL (P) Dr. ) ANDAP BUDHI REVIANTS, S0 MH P i, SE, M.5i
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINER.JA PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2024
SA5ARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
ar
Jumilah Inwestor (FMORNFPRA)
FPerusahaan
Jumlah Reali=zasi Investasi (PMOMNPRMA) HI':Il'.ri:Iaiz;-lTE
Meningkainya Daya
Saing Investasi Jumilah Izin yang Diterbitkan 500 Izim
Daerah Jumlah Media Promosi Penanaman Modal 4 Media
Milai Survey Kepuasan Masyarakat Sangat Baik
Larma Maksimal Wakiu Felayanan 1 hari
Milai Penyelenggaraan Pelayanan Publik A-]
ANGGARAN
NO. PROGRAM (RP)
1. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal 302 275300 -
2. Program Promosi Penanaman Modal 1.364 162.000 -
3. Program Pelayanan Penanaman hModal 822 987 600.000 -
4 Program Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman 1,857 773.900 -
Modal
5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9652931 352 -

Provinsi

KORUIEN POL (F) De. (H

Jumilah 14.000.130.152,-
Kendari, 7 Oktober 2024
Pj. GUBERMNUR SLUILAW HGGARA KEPALA DIMAS,

D ANDAP BUDHI REVIANTO, 510K MM
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Lampiran 3 Matriks Renstra (3 tahun)
Diisi matriks Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 tahun

Mewyjudkan i FROGRA HDANG
prtututen |, LB e FNEBNGY | Mmiehinvestoryag investo BN | ndan
investas PMAdan . . 2 18 2 mendapatkan insentif 4 2 investor 370,000,000 2 investar 1.000.000.000 2 investar 370000000 ( 2 investar 1.740,000.000 | PENGEMBANGANIKLIM
daninvestas PMA IKUMPENANAMAN | X r luar daerah
PMNyang dan PMN MDA nesas RN
berlaslitas PENANAMAN MODAL
Rmetq:: h
Mewujudkan Meri ya Fasilitasy | if F\anetapan F\aﬁ?mm BDANG
perturbuhan itasg i dbi Fasilitas/ Insentif 0 0 PERENCANWN Dslamdan
investasi PMAdan . . 2| 18| 2|10 9 dibidang Penananen 1 1 50000000 [ 1 Dokuren 400,000,000 1 Dokurren 50000000 | 1 Dokuren 500000000 | PENGEVBANGAN
daninvestasi PMA Penananan Modal . en n luar daerah
PAMNyang dan PMIN yang menjadi el yang renjad KIMDNFROVDS
berkualitas ) Kewenangan Deerah PENANAVANMODAL
Provinsi
Daerah Provinsi
i Penetapan
! n Meningkatnya Kebijakan Daerah Dieraly Provins FE';UNMN
: X kualitas iklimusaha dalamPenrberian . " Dokur Dokure Dalamdan
investas PMAdan . . 2 18| 2101 - .. | Perrberian Fasilitas/ 1 - - | 1 Dokuren 350000000 | - Dokuren - | 2 Dokuren 350000000 | PENGEVBANGAN
dan investasi PMA Fasilitas/ Insentif . en n luar daerah
PMINyang danPMN dan han Insentif dan Kenudahan IKUMDANPROMOS
berkualitas Penananran Modal PENANAMANMODAL
Penananan Modal
. Bvaluasi ) e " DANG
perturbihan | Vingetna saksnaan 5 ek atL;]\ayau Kegiat Pﬂgmw
investasi PMAGan BT IKIMUSa | ) | yg 1o |y | o (PRTbRrian g ehinsentifcan | 4 an 2% Giomonn | 2 YegEEn soonoo0 | 279 | syomom | 10 KeIEN 150000000 PEGEVBNGR | AN
daninvestasi PMA Fasilitas/ Insentif nUsaha Usaha Usaha Usaha luar daerah
PMINyang danPMIN dank han Kermudahan Berusaha di Usaha IKUMDANPROMOS
berkualitas Daerah PENANAMANMODAL
Penananan Modal




Mewcjudkan ! BDNG
perturbuhan mﬁﬁ@m ebustan Peta | ariah Potensi Investasi imem Potensi Potensi Rotensi Rotensi EECNAN | mden
investasi PMAcn | 5% €T 18 102 Potersnvestas | UgganProvirs Stra | 6, | 6 Uggal 32000000 | 6 S8 aoomom | 6 | 3000000 5 124000000 PEGEMEANSAN | ST
PMNyang - ! Provins yang Oipetakan - n IKUIMDANPROMOS
berkualitas = PENANAVANMODAL
pert guikann Meningkatnya Penyustnan Jumiah Peraturan daerah FE;D&\G\NN
investasi PMAdan | /A2t3STKimUs3ha 18 102 Rencanalum | (Perc) RencanaUnum | Pergu | Ranper |00 | 4 gy 350000000 | - Dokuren | 70000000 | 1 Perda /9000000 | PENGRMEMGAN | DBleman
dan investasi PMA Penananen Modal | Penananan Modal Daerah| b da luar daerah
PMNyang danPMN Daerch Provins | Provinsi IKIMDANPROVOS
berkualitas PENANAVANMODAL
pert |udkann Meningkatnya Penyediaan Peta Peta Pﬂg\mf\ml\im
investasi PMA dan | FLAAitas iKimusaha 18 102 Potendi dan dmhPelaPdtensiden | P a0 | PR 0000|117 2000000 4 @ 750000000 | PENGEMBANGAN | BemdEn
dan investasi PMA Peluang Usaha Peluang Usaha Provinsi : potensi potensi potensi potensi luar daerah
PMINyang dan PMIN Proving i IKUMDANPROMOS
berkualitas n PENANAMANMODAL
Mewsjudian ) HDANG
perturbuhan mm’:ﬁ m{ . Jurrish redia publikesi PERENCANMAN o
investasi PIMA X . 18 promosi penanaman 10 media 4 media 1500000000 4 media 1850000000 ( 4 media 1.850.000.000 | 4 media 5200000000 | PENSEMBANGAN
usaha daninvestasi PENANAMAN luar daersh
danPMNYaG | s o PMIN MODAL = bbbl
berkuslitas PENANAMANMODAL
iudkan ) meeleq:mram Jurah Kegiatan HDAG
peturtubn | ingEma Promosi Penyelenggaraan . . PERENCANAAN
e P 8 101 FEEERENE || R 1 reg L eg® 00| 5 Kegatan|  1850000000| 4 Kegiatan | 1850000000| 32 Kegiatan somoooom|  PENGEVEANGAN | CBLamden
A daninvestasi PMA yang Menjadi Modal yang Menjadi an n PROVOS luar daerah
¥ang dan PMIN Kewenangan Kewenangan Daerah LTI
berkaalitas DeershProvind | Provirs EVANAMANMODAL
p;” ““"‘a"n Meningkatrya ; m*:‘i SN | juriah Peraturan Fﬁgnrfgﬁm
investasi PMAdan | /C2It3STKimUsaha 18 10 Penanamen Moal | DoranyangMengatur |-, - Dok e - | 1 Dokuren 350000000 | - Dokuren |  350000000| 1 Dokuren 700000000 PENGEMBANGAN | CEmdn
daninvestas PMA Promosi Penanaman en n luar daerah
DNyang dan PMIN nenangen |\ Provined IKIMDNPROVS
berkualitas Provinsi PENANAVANMODAL
Mewujudkan Meninglatrya Pela'ksanaan omieh hasl BDANG
peturbuhan | sikimusaha Kegiatan Framosi |, - ton promesi PERENCANUN | 1y dan
investasi PMAdan | oo T 18 10 Penanaren Mudal promos 19 Doku|{ 4 Dokure| 1500000000 4 Dokuen| 1500000000 4 Dokumen | 1500000000| 31 Dokumen 450000000 PENGEMBANGAN
dan investasi PMA Penananan Modal luar daerah
PMINyang dan PVIN Kewenangan Proving en n IKUMDANPROMOS
berkualitas Provinsi PENANAVANMODAL




Mewjudian ind PROGRAM
i mtas e e 29 27 25 mxlggfum ey
i i ! X M k ili . ili 3587.000.000
L’::msF - Mm usaha daninvestasi 8 PHMFE oy | |™vestasi PN VN R ftn| e | MOS00000) Roriy, L) (D 2Rl | G| 6D i PELAGANAN 'gits:
berlunlitas PMAdan PMIN MODAL PENANAMANMODAL
Mowdi Pengendalian
- uikann Meningkatnya Pelaksanaan BDANG o~
: . kualitasiklimusaha Penanamen Modal | Jumrah realisasi investasi 2019 27 27 27 27 PENGENDALIAN
;ﬁaﬂ PMAdan daninvestas PMA 18 1 yang Menjadi PMAdan PMIN R Triliun R Triliun 1106000000 Rp Triliun 1375000000 | Ra Triliun 1106000000 | Ra Triliun 3567.000000 PELAKGANAN Igit:-
yl?t':; dan PMN Kewenangan PENANAVANMODAL
Deerah Provinsi
Penyelesaian
Mewtiuckan ! Permsalahan dan | TN Pelaku usaha
Meningkatnya yang mendapatkan
peturiuhan |, cikimussha Fembatanyang | e amg | Fabwatey/
investas PMAdan danirvestasi BVA 18 101 DOihadapi Pelaku ahandan 908 orang | 700 orang 665000000 | 950 orang 902500000 | 700 orang 665,000,000 |3258 orang 2232500.000 PENGENDALLAN Kota Se-
PMINyang Usaha Dalam Sultra
. dan PMON S Harrbatan Pelaksanaan
berkualitas Merealisasikan Penanaren
Kegiatan Usahanya
p;“ m““"‘a"n Meningkatrya Juriah Kegiatan Usaha V-
: . kualitas iklimusaha Pengawasan yang Melakukan Proye BDANG
. : . 1.354.500.000
;”mfz:m‘h” daninvestasi VA 8 103 peanarmen Mol |Koordinasi dan 2, 42 Proek | 44000000 | 45 Froyek 4T2500000 | 42 Proyek | 44000000 | T71 Proyek PENGENDALLAN ﬁt:
litas dan PMDN Sinkronisasi Pengawasan
Meningkatnya
Mewujudian Tata | Aantabilitas & Program CALPANPELAYANAN
Kelda Transparansi Penunjang Urusan | PENLNJANG LRLBAN Dalamdan
FERSEN 100 PERSN 12463000000 | 100 PERSEN 12428000000 | 100 PEREN 14343000000 | 100 PERSEN 64745000000 SHEETARAT
Pemrerintahan | Penyelenggaraan L Pemrerintahan PEMERNTAHEN i 0 0 0 0 luar daersh
yang Bak Perrerintahan Deerah Povins | DAERAHPROMNA
Doersh
Meningkatnya
MewujudkanTata | Akuntabilitas & Perencanaan, Jurmiah Dokuren
Kelda Transparansi Penganggaran, dan| Perencanaan, Dokum Dokume Dalamdan
e 18 100 S |Foe e R 34 n 13 n 355000000 | 13 Dokuren 355000000 | 13 Dokurren 355000.000 | 85 Dokuren 1.065000000|  SEARETARAT \@r daerah
yang Baik Penerintahan Perangkat Daerah | Kinerja yang Disusun
Doersh
Meningkatnya
Veldauﬂen-rata Trar;:rg:'a:'& Dokurren Juriah Dokum Dokume Dalamdan
Perrerintahan | Peryelenggaraan 18 10 Perencanaan Féremah naan Perangkat 10 en 2 n 150000000 2 Dokumen 150000000 ( 2 Dokurren 150000000 | 16 Dokurren 450000000 |  SEKRETARAT \@r daerah
yang Baik Pererintahan Perangkat Deerah
Daerah
Meningkatnya
Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Koordinasi dan | Jurriah Dokurmen RKA-
Keloa Transparansi Penyustnan SKPDdan Laporan Hasil Dokum Dokume D 0 D B Dalamdan
Pemerintahan Penyelenggaraan 18 a Dokurren RKA- Koordinasi Penyusunan 8 en 2 n 50000001 2 50000000 2 50000000 | 14 150000000 ARAT luar daerah
yang Baik Perrerintahan S Dokurmen RKA-SKFD
Doersh
Mewtjudkan Tata | Akuntabilitas & Cordinesidan | Jurrtah Dokure
Kelda Transparansi FKA-S®Dden Dokum Dokume Dalamdan
. nepal 18 10 Dokuren Laporan Hasil Koordinasi 8 1 50000000 | 1 Dokuen 50.000.000 1 Dokurren 50000000 | 11 Dokurren 150000000 ( SERETARAT
Perrerintahan Penyelenggaraan A A D en n luar daerah
Baik Perrerintahan R
yang 7)) Perubahan RKA-SED

Doersh




Jumiah Laporan Capaian

Meningkatnya Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
MewujudkanTata | Akuntabilitas & Penyusunan Realisasi Kinerja SKPD
:::i ahen E;’Z’:’;aan 18 10 NLa"r:;" ﬁpe‘a" ﬁaﬁaﬁm 1 ;‘” 7laporan| 50000000 | 7 Laporan 50000000 | 7 Laporan 50000000 | 37 Laporan 150000000  SEKRETARAT l:fd";:‘;
yang Baik Penerintahan Ikhtisar Realisasi | Laporan Capaian Kinerja
Deerah Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja D
Meningkatnya
Mewdjudkan Tata | Akuntabilitas &
Keloa Transparansi Bvaluasi Kinerja | Jurrlah Laporan Evaluasi Dokum Dokue Dalamdan
Perrerintahan | Penyelenggaraan 18 10 Perangkat Doerah | Kinerja Perangkat Doerah 4 o 1 n 55000000 [ 1 Dokuren 55.000.000 1 Dokurren 55.000000 | 7 Dokurren 165.000.000 SHREARAT \tar daersh
yang Baik Perrerintahan
Doersh
Meningkatnya
judkanTata | Akuntabilitas & A
m Transparansi Adninistrasi Juriahddurm Dokum Dokue .
. 18 102 Keuangan administrasi keuangan 108 21 6285.000000 | 27 Dokurren 6785000000 27 Dokurren | 7.285.000.000 | 189 Dokurren 20355000000  SHRETARAT Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan Perangiat Dberah | perangkat caerah en n
yang Baik Perrerintahan
Doersh
Meningkatnya
mmmma mr::& PeryediaanGeji | Ui Grangyang
. 18 102 X Menerima Gaji dan 5300 orang 60 orang 6000000000 | 65 arang 6500000000 ( 60 orang 7.000.000.000 | 238 arang 19.500.000.000 SHRETARAT Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan dan Tunjangan ASN| Tunjangan AN
yang Baik Perrerintahan
Doersh
Meningkatnya
judkanTata | Akuntabilitas & Penyediaan y
m Transparans Advinigrag | 1Tiah dokumen hasl Do Dourre .
. 18 102 penyediaan administrasi | 48,00 12 200,000,000 | 12 Dokurren 200.000.000 | 12 Dokurren 200.000.000 | 84 Dokurren 600.000.000 SHRETARAT Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pelakanaan tugas AN en n
yang Baik Pererintahan AN
Doerah
Meningkatnya Jurmiah laporan keuangan
Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Koordinasi dan akhir tahun S¢Ddan
Kelda Transparansi penyusunan laporan hasil koordinasi Dokum Dokue .
Perrerintahan | Peryel n 18 102 Laporan Keuangan laporan 4 n 1 n 15000000 1 Dokurren 15.000.000 1 Dokurren 15000000 7 Dokurren 45,000,000 SHERETARAT Kendari
yang Baik Perrerintahan Akhir Tahun SKPD | keuangan akhir tahun
Doerah S
Meningkatnya
Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Pengelolaandan | Jurrlah dokurren bahan
Kelola Transparansi Penyiapan Bahan  |tanggapan pemeriksaan Dokur Dokure .
Permerintahan | Penyelenggaraan 18 102 Tanggapan don tindak lanjut 4 n 1 n 5000000 [ 1 Dokurren 5,000,000 1 Dokurren 5000000 ( 7 Dokuren 15.000.000 HREARAT Kendari
yang Baik Penerintahan Perreriksaan pereriksaan
Doersh
Jurrah Laporan
Meningkatnya . Keuangan Bulanary/
Mewtjudkan Tata | Akuntabilitas & Koardnasi dn |4y Sormesteran
::.mahan :;y?"‘m . 18 102 Laperan Ketangen md:;bpuan | s ;‘" 12 laporan| 60000000 | 12 Laporan 60000000 | 12 Laporan 60000000 | 84 Laporan 180000000| SBGETARAT | Hendari
: o Bulanar/ Triwulany/ Y
yang Baik Pererintahan Serresteran SKED Laporan Keuangan
Deerah Bulanan/ Triwulan/

Semesteran SKPD




Meningkatnya

Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Penyustnan Jurriah Dokurren
Kelola Transparansi Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Dokum Dokue L L L e .
Perrerintahan Penyelenggaraan 18 102 Analisis Prognosis | Prognosis Realisasi 4 en ! n 5000000 1 5000000 ! 5000000 7 15000000 ARAT "
yang Baik Perrerintahan Realisasi Anggaran| Anggaran
Daerah
Meningkatnya
Velulaujl‘an-rata Transs:'rg:& :;Rﬁ; Dokum Dokume
e I s e 18 103 Perchpesh administrasi barang milik| 12 n 3 n 15000000 ( 3 Dokurren 15000000 | 3 Dokuren 15000000 3 Dokurren 45000000  SHRETARAT Kendari
yang Baik Perrerintahan Perangkat Daerah
Doerah
Meningkatnya
z:.;udkaﬂata :_lmrtabilltag& Penyusunan Jumizh
a ransparand 18 108 erencAa | pihen Brang MUk | 4 X j Doare 5000000 | 1 Dokuren 5000000 | 1 Dokuren 5000000 7 Dokuren 15000000|  SEKRETARAT Kendari
Pemerintahan Penyelenggaraan Kebutuhan Barang Doerah SED en n
yang Baik Perrerintahan Milik Daerah SKPD
Doersh
Meningkatnya
deIGnTata %ﬂahrgt:;& Perta ArriahLa
. nepal 18 103 Barang Milik Pentausahaan Barang 4 1 Laporan 5000000 [ 1 Laporan 5.000.000 1 Laporan 5000000 7 Laporan 15.000.000 HREARAT Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan Dierah pada SKED | Milik Daerah pada SKED an
yang Baik Perrerintahan
Doersh
Meningkatnya
MenjcdenTaa | Ml Peertodon | i Dbrrent
. el 18 103 Barang Mlik Peranfaatan Barang 4 1 5000000 ( 1 Dokurren 5,000,000 1 Dokurren 5000000 ( 7 Dokuren 15.000.000 SHREARAT Kendari
Pererintahan Penyelenggaraan Deerah D Miik Daerah SEED en n
yang Baik Pemerintahan
Dherah
Meningkatnya
Mewujudkan Tata Akmtablllta§& Adiristras Jm1ah Lap(:ran
Kelda Transparansi 18 105 Kepegawaian | ciTinidirs 82| 9 laom| 6000000 9 Laporan 376000000 9 Laporan | 374000000 | 40 Laporan 63000000| SHREARAT | Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan ) Perangiat [ Kepegawaian Perangkat an
yang Baik Pemerintahan Daerah
Doerah
Meningkatnya
Perrerintahan P n 18 105 P Dsiptin ;a:;\ie:] danpraTa'ma 1 wit - it -] - uit - - unit - 1 unit - SHRETARAT Kendari
yang Baik Perrerintahan Pegavai 9
Doersh
Meningkatnya
. nepal 18 1.05 . DOinas a Atribut 11 Paket 4 Paket 216000000 | 4 Paket 216000000 4 Paket 216000000 | 23 Paket 648,000,000 SHREARAT ri
Perrerintahan Penyelenggaraan Beserta Atribut Kel a
yang Baik Perrerintahan Kelengkapannya 9 Y
Deerah
Meningkatnya
MewjudkanTata | Akuntabilitas & Koordinasi dan | Jurrah Dokurren Hasil
Kelda Transparansi Pelaksanaan Koordinasi dan Dokum Dokue D D D B Dalamdan
Pererintahan Penyelenggaraan 18 105 Ssteminfomesi | Pelaksanaan Sstem 4 en ! n So0n000 T 5000000 ! 5000000 7 15000000 ARAT luar daerah
yang Baik Pererintahan Kepegawaian Informasi Kepegawaian

Daersh




Meningkatnya

Mewjudkan Tata | Akuntabilitas & Monitoring
Kelda Transparansi Balpsidn  |TihDumen Dokum Dokure Dalamdan
. 18 15| 5 |28 . |Monitoring Braluasidan | 4 1 5000000 | 1 Dokurren 5000000 | 1 Dokumen 5000000 | 7 Dokuren 15000000  SEKRETARAT
Perrerintahan Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja . en n luar daerah
yang Baik Pemerintahan Pegavai eganal
Doersh
Meningkatnya
Mewtjudkan Tata | Auntabilitas & Pendidikandan | Jurlah Pegavai
:‘:‘; tchen T’;“W’T&n 18 05| 9 :ﬁ:@m“ WBE' d@yﬁnﬁh‘f‘ Doang| 50 orang 50000000 | 50 orang 50000000 | 50 orang 50000000 | 190 orang 150000000 | SHREARAT lzlram
yang Baik Pemerintahan dan Fungsi Pendicikan dan Pelatihan
Deerah
Meningiatrya
Mewjudkan Tata | Akuntabilitas & Sosialisasi Jumiah orang yang
ﬁ:; e Tm"z’a&n 18 105| 10 m_ Eﬂm Ooag| 50 orang 50000000 | 50 arang 50000000 | 50 arang 50000000 | 190 orang 150000000  SEKRETARAT Elrag:‘;
yang Baik Perrerintahan undangan undangan
Doerah
Mewtjudkan Tata | Akuntabilitas & Birbingan Tekais | amiah Orang yang
Kelola Transparansi Impleentasi | Mengikuti Eimbingan Dalamdan
. 18 105| 1 |Peraturan Teknis Inplementasi Doang| 50 orang 50000000 | 50 orang 50000000 | 50 orang 50,000,000 | 190 orang 150000000 |  SERETARAT
Perrerintahan Penyelenggaraan luar daerah
yang Baik Perrerintahan Perundang- Peraturan Perundang-
Doerah undangan undangan
Meningkatnya
mm‘@““a mrg:& 8 106 Geul e i md?fwﬁnm 8| 1p 1324000000 | 122 1324000000 122 1324000000 | 777 3972000000 SHREARAT | endari
Perrerintahan Peryel n | Perangiat Doerah mn;m n Laporan X Laporan [ Laporan [ Laporan ri
yang Bk Perrerintahan nd
Deersh
Meningkatnya
Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Penyediaan Jurriah Paket Konponen
Kelda Transparans Korrponen Instalasi | Ingtalasi Listrik/ .
Permitaten | Pansiarggraen 18 106 | 1| henerangon | Penrongen Brren 4 Paket 1 Paket 50000000 | 1 Paket 50000000 | 1 Paket 50000000 | 7 Paket 150000000 SBREARAT | Kendari
yang Baik Perrerintahan Bangunan Kantor | Kantor yang Disediakan
Doerah
Meningkatnya
judkanTata |Akuntabilitas & aan .
NV;:: Transparansi ml:iandm urrtah urit Penyediaan
. 18 06| 2 Peralatan dan 40 wit 20 it 500000000 | 20 it 500000000 | 20 urit 500,000,000 | 100 urit 1500000000| SHREARAT | Kendari
Pererintahan Penyelenggaraan Perlengkapan Periengkapan Kantar
yang Baik Perrerintahan Kantor
Doerah
Meningkatnya
:"‘m‘;mm‘ma mrg:& Penyediaan Jumiah Paket Peralatan
Permitaten | ey . 18 106| 3 |PeralatanRureh |RumehTanggayang 4Poket | 2 Paket 100000000 | 2 Paket 100000000 | 2 Paket 100.000000| 10 Paket 300000000 SHKREARAT | Kendari
yang Bk Perrerintahan Tangoa Dsediakan
Doersh
Meningkatnya
mwmma mrgﬁ& Penyediaan Echan | TN Paket behan
. 18 06| 4| o0 logistik kantor yang 20 Poket | 2 Paket 50000000 | 2 Paket 50000000 | 2 Paket 50000000 | 26 Paket 150000000 SHREMRAT | Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan Logistik Kantor disediakan
yang Baik Perrerintahan

Doersh




Meningkatnya

Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Jurrlah paket barang
Kelola Transparansi Penyediaan EBarang cetakan dan
) 18 106| 5 |Cetakandan 48 Paket | 12 Paket 50000000 | 12 Paket 50000000 | 12 Paket 50000000 | 84 Paket 150000000 |  SERETARAT Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan A n penggandaan yang
yang Baik Perrerintahan disediakan
Doersh
Meningkatnya
Mewtjudkan Tata | Akuntabilitas & mﬁ&m Jurrizh dokurren Bshan
Kelda Transparansi 18 106| 6 |Peraturan Bcandnferatuan | g Do) o, Do 5000000 | 20 Dokurren 5000000 | 20 Dokurren 5000000 | 108 Dokunren 15000000| SHKRETARAT | Hendari
Perrerintahan Penyelenggaraan _ Perundang-undangan en n
yang Baik Pemesintahan erundang yang disediakan
Dbersh undangan
Meningiainya
Mewcjudkan Tata | Akuntabilitas &
Kelda Transparansi Penyediaan Jurrlah Paket Bahary/ .
Pormitaten | Ponylerggaan 18 1061 7 | Nt |Metoislyorgtan| | P 1 Paket 5000000 | 1 Paket 5000000 | 1 Paket 5000000 | 4 Paket 15000000  SEKRETARAT Kendari
yang Baik Perrerintahan
Daerch
Meningkatnya
Mewjudkan Tata | Akuntabilitas &
:‘f;mahan wa';f;aan 18 106| 8 E‘&i‘;ﬂm m:";"ganlfas“m @2 :'” 12 Laporan| 54000000 | 12 Laporan 54000000 | 12 Laporan 54000000 | 78 Laporan 162000000| SBREARAT | Kendari
yang Baik Pererintahan
Doerch
Meningkatnya
Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Penyelenggaraan | Jumiah laporan
:‘:‘; tehen anrz‘:;;';aan 18 06| 9 Epatma':s ﬁ;ﬁ?ﬁa 20 :‘” 50 Laporan| 500000000 | 50 Laporan 500000000 | 50 Laporan 500000000 | 350 Laporan 1500000000 |  SEKRETARAT Kendari
yang Bk Pemerintahan D KD
Doersh
Meningkatnya
judkanT: it
mwlen ata .f_:::;?: ra::& Penatausahaan | Jumiah Dokurren Do Dore
) 18 106 | 10 |Arsip Onanis pada | Penatausahaan Arsip 1 1 5000000 | 1 Dokurren 5000000 | 1 Dokumen 5000000 | 4 Dokuren 15000000 |  SEKRETARAT Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan @D Oinarris pada SKED en n
yang Baik Perrerintahan
Daerch
Meningkatnya Dukungan
Mewtjudkan Tata | Akuntabilitas & Pelskganaan |l men
Kelola Transparansi Sstem Lukungen Pelakeanaan Doku Dokume
) 18 06| . SstemPenrerintahan 3 1 5000000 | 1 Dokurren 5000000 | 1 Dokumen 5000000 | 6 Dokumen 15000000  SEKRETARAT Kendari
Pemerintahan Penyelenggaraan Perrerintahan Berbasis Hekironik pada en n
yang Baik Perrerintahan Berbasis Hektronik S
Daerch pada D
Meningkatnya
MewujudkanTata | Akuntabilitas & Pengadaan Barang | Jurrlah Barang Mlik
Kelda Transparansi Milik Deerah Daerah Penunjang Urusan . . . . . .
Pareiiden | Poylarggaraen 18 107 Rasriong Uhesn |Fermiiah Drahyerg | ™ U2 13 Uhit 1960000000 | 13 Whit 1965000000 | 13 Wit 1970.000000 | 77 Wit 2463000000 | SHREIARAT | Kendari
yang Baik Perrerintahan Perrerintah Daerah| Tersedia
Daerch
Meningkatnya
Mewujudkan Tata | Akuntabilitas & Pengadaan Jurrah Unit Kendaraan
:‘f;mam” Eamrj:;';m 18 07| 2 mﬁ:\;ﬂg L“ﬂ’p‘:g::r:“l A it 2 wit 60000000 | 2 unit 65000000 | 2 wit 70000000 | 20 unit 195000000 SHRETARAT | Hendari
yang Baik Pererintahan Lapangan Disediakan

Doerah




Meningkatnya

Mewujudkan Tata | Akuntabilitas &
Kelola Transparansi Jumiah paket mebel .
Perrerintahan Penyelenggaraan 18 107| 5 |PengadaanMebel yang disediakan 7 Paket 3 Paket 100000000 | 3 Paket 100.000.000 3 Paket 100000000 | 16 Paket 300,000,000 SHRETARAT Kendari
yang Baik Perrerintahan
Daerah
Meningkatrya
k:” d“awka'ﬁa‘a a m‘“ ‘ab'r:t:& Pengadaan Jurrlah Uit Peralatan
. npa 18 107| 6 |Peralatandan  [danMesinLainnyayang | 6 unit 5 unit 500000000 | 5 unit 500000000 5 unit 500000000 21 it 1500000000 |  SBARETARAT |  Kendari
Perrerintahan Penyelenggaraan Mesin Lai Diseciakan
yang Baik Pemesintahan nmya
Daerash
Meningkatrya
Mewjudkan Tata | Akuntabilitas &
Kelola Transparansi Pengadaan Aset | Jumlah Uhit Aset Tetap . . . . . .
Pemerintahen | Peryelengraan 18 w7 woplaimya | ainnyayang Dsedicken 1 uit 1 unit 300000000 | 1 unit 300000000 | 1 wnit 300000000 | 4 unit 900000000 |  SEKRETARIAT Kendari
yang Baik Perrerintahan
Doersh
Meningkatnya
Mewtjudkan Tata | Akuntabilitas & engadean SAR | -y it Sarana i
Kelola Transparansi dn rana Prasarana Gedung Kantor
. nspa 18 107 | 10 |Gedung Kantor Lng 5 unit 1 unit 500000000 1 wnit 500.000.000 1 unit 500000000 | 8 unit 1.500.000.000 SHRETARAT Kendari
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Inspektorat

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2023

NOMOR: 700.1.2.7 / 198 / IRBAN 11/ 2024
TANGGAL 19 AGUSTUS 2024
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wy. ~ PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
! INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu - Kendari 93232

Kendari, (9 — & - 2024

Nomor . J-1-2-3/198/1réan T [201

Lampiran : -

Perihal . Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara
di Kendari

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi -AKIP -dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun
sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-
kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang
meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja
mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk
-menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi
dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan
kategori sebagai berikut:

No Kategori Nilai Angka Keterangan

1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
2 A >80 -90 Memuaskan

3 BB >70-80 Sangat Baik

4 B >60-70 Baik

5 CcC > 50 - 60 Cukup

6 C >30-50 Kurang

7 D 0-30 Sangat Kurang

—
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Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 memperoleh nilai
sebesar 75,94 dengan kategori "BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yang menginterprestasikan
“Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unitkerja, baik itu unit
kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik
ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yangandal dan berbasis

teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
eselon 3/koordinator”.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

g Nilai

No Komponen Yang Dinilai Bobot 2022 2023
1 | Perencanaan Kinerja 30 24,01 25,57
2 | Pengukuran Kinerja 30 19,89 20,47
3 | Pelaporan Kinerja 15 12,00 12,40
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 20,00 17,50
Nilai Hasil Evaluasi 100 75,90 75,94
Tingkat Akuntabilitas Kinerja “BB” “BB”

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti
sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. Inspektur

Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE.
Pembina Tk. |, Gol IV/b
NIP. 19740128 200212 2 006

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.

Paraf Hierarki
Peran Penugasan Tanggal Paraf
Inspektur Pembantu Il W

Pengendali Utama

Pengendali Teknis

{ A
R
Ketua Tim &
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BABI
PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
oleh APIP Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

4. Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/178/2024 Tanggal 18
Maret 2024 Perihal Melakukan Evaluasi SAKIP pada OPD Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas
Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara.

B. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan
sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja
yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP dilakukan oleh
Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang
obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (continues
improvement). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta
melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah
maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat
mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian
kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja
(hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian
tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah
Daerah.
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C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai
berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
Menilai tingkat implementasi SAKIP
Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

o s DN

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;

3. Penilaian pelaporan kinerfja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP;

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan
metodologi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara;

3. Konfirmasi.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi
Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini.
Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

4
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Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini
bernama Badan Penaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov.
Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD dan PTSP) Prov.
Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubermur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tenggara sudah tidak memiliki Kepala Bidang dan Kepala Seksi
sebagaimana diatur dalam aturan tersebut.

. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara telah menyusun Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana
Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja dan telah
memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai. Dari hasil penilaian
tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai sebesar 75,90
termasuk ke dalam kategori BB, yang diinterpretasikan Baik dalam
pengelolaan kinerjanya.

. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Selama tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil
Evaluasi Atas Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/103/Irban
1112023 tanggal 10 April 2023. Hasil evaluasi yang sudah ditindaklanjuti tersebut
adalah:

1. Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target-target yang dicapai
direviuw secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data atas rencana aksi dilakukan
secara berkala dan dikembangkan dengan teknologi informasi.

3. Evaluasi program dan sistem monitoring dilakukan dilaksanakan secara
konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana Aksi,
dan target-target yang ingin dicapai.
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Hasil evaluasi yang sudah ditindaklanjuti sebagaimana matriks berikut:

STATUS
4 RN e RENCANA AKSI RS WAKTU PENANGGUNG | /PROGRES | it
LHE TAHUN 2022 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN JAWAB PEI;J\?;\E,\IJ_ES EVIDENCE
1 | Rencana Aksi, Indikator Melakukan reviu Seluruh Unit Triwulan 1, 2, | Sekretariat Dinas | Selesai Terlampir
Kinerja Utama (IKU) dan berkala terhadap Kerja Dinas 3dan4 Penanaman
target-target yang dicapai | Rencana Aksi, Penanaman Modal dan
direviuw secara berkala Indikator Kinerja Modal dan Pelayanan
Utama (IKU) dan Pelayanan Terpadu Satu
target-target yang Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra
dicapai Pintu Prov.
Sultra
2 | Pengukuran Kinerja dan Melakukan Seluruh Unit Triwulan 1, 2, | Sekretariat Dinas | Selesai Terlampir
Pengumpulan Data atas Pengukuran Kinerja Kerja Dinas 3dan4 Penanaman
rencana aksi dilakukan dan Pengumpulan Penanaman Modal dan
secara berkala dan Data atas rencana Modal dan Pelayanan
dikembangkan dengan aksi secara berkala Pelayanan Terpadu Satu
teknologi informasi dan mengembangkan | Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra
dengan teknologi Pintu Prov.
informasi Sultra
3 | Evaluasi program dan Melaksanakan secara | Seluruh Unit Triwulan 1, 2, | Sekretariat Dinas | Selesai Terlampir
sistem monitoring konsisten evaluasi Kerja Dinas 3dan4 Penanaman
dilakukan dilaksanakan program dan sistem | Penanaman Modal dan
secara konsisten untuk monitoring untuk Modal dan Pelayanan
menjamin pencapaian menjamin Pelayanan Terpadu Satu
kinerja sesuai dengan pencapaian kinerja Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra
rencana Aksi, dan target- | sesuai dengan Pintu Prov.
target yang ingin dicapai rencana Aksi, dan Sultra
target-target yang
ingin dicapai
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BABII
HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Nilai evaluasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian masing-masing
komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Bobot#{= = Nilair = |
Nilai %
capaian

Komponen/Sub Komponen/Kriteria

PERENCANAAN KINERJA
1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 | 6.00 | 100,00

1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi 9,00 704 | 78,18
standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap
level secara logis, serta memperhatikan kinerja
bidang lain (crosscutting)

1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk 15,00 |11,63| 77,50
mewujudkan hasil yang berkesinambungan

2 | PENGUKURAN KINERJA 30,00 |20,47| 68,24

2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 540 | 90,00

2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan 9,00 | 501 | 55,71

dalam mewujudkanKinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan

2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam 15,00 | 8,85 | 59,00
pemberian Reward dan Punishment, serta
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
yang efektif dan efisien

3 | PELAPORAN KINERJA 15,00 | 12,40{ 82,67

3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang 3,00 | 2,94 | 98,00
menggambarkan Kinerja

3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi 4,50 3,60 | 80,00

Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalankinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya

3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak 7,50 525 | 70,00
yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai
kinerja berikutnya
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4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 25,00 | 17,50| 70,00

INTERNAL

4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 5,00 | 350 | 70,00
dilaksanakan

4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 750 | 450 | 60,00

dilaksanakan secaraberkualitas dengan Sumber
Daya yang memadai

4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena 12,50 | 10,00/ 80,00
evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal sehingga
memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja 75,94

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas
masih terdapat hal-hal Yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Perencanaan kinerja
Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Indikator Kinerja Utama belum sustainable atau belum tertuang secara
berkelanjutan dalam 5 tahun,

b) Pohon kinerja/Cascading yang disusun belum seluruhnya memenuhi
prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab
akibat serta belum menggambarkan critical success factor (CSF) untuk
mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;

c) Perencanaan kinerja (Crosscutting) belum dapat memberikan informasi
tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

2. Pengukuran Kinerja
Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Dokumen pendukung (RENSTRA dan IKU) tidak dapat menjelaskan
deskripsi dan cara mengukur indikator kinerja yang jelas yaitu memuat
informasi mengenai what (deskripsi), why (penyebab adanya kinerja
tersebut), when (target waktu), where (lokasi kinerja), who
(target/sasaran kinerja), how (langkah-langkah kinerja), how much
(berapa biayanya);

b) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja belum
memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen kinerja
sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PD.

¢) Agar hasil pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan
pegawai antar bidang dan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja
8
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yang dibuktikan dengan Nota dinas roling pegawai (bila terdapat roling
pegawai), rapat-rapat, daftar hadir dan notulen rapat pembahasan
perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a) Dokumen LKjIP belum dilakukan reviu oleh APIP dibuktikan dengan
tidak adanya Laporan Hasil Reviu atau Surat Pernyataan Telah Direviu,

b) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala pertriwulan
bukan hanya pertahun sebagai bahan reviu untuk perbaikan kedepan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan
sebagai berikut:

a) Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum
terpenuhi;

b) Analisa secara mendalam disimpulkan belum memadai karena
evaluator internal telah melakukan pengecekan validitas data dan
keberadaan data, tetapi data dimaksud tidak dapat ditelusuri karena
keterbatasan sumber daya perangkat daerah.

B. Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja,
direkomendasikan beberapa hal berikut untuk ditindaklanjuti:

1
2.

Menyusun Indikator Kinerja Utama secara berkelanjutan dalam 5 tahun;

Menjamin Pohon kinerja/Cascading yang disusun agar seluruhnya
memenubhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan
sebab akibat serta menggambarkan critical success factor (CSF) untuk
mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan

Menjamin Perencanaan kinerja (Crosscutting) dapat memberikan informasi
tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

Memastikan Dokumen pendukung (RENSTRA dan IKU) dapat menjelaskan
deskripsi dan cara mengukur indikator kinerja yang jelas yaitu memuat
informasi mengenai what (deskripsi), why (penyebab adanya kinerja
tersebut), when (target waktu), where (lokasi kinerja), who (target/sasaran
kinerja), how (langkah-langkah kinerja), how much (berapa biayanya),

Memastikan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja
dapat memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen

9
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kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PD serta
untuk meningkatkan sistem pengukuran kinerja agar lebih efektif dalam
membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan;

Memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan
pegawai antar bidang dan perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja
yang dibuktikan dengan Nota dinas roling pegawai (bila terdapat roling
pegawai), rapat-rapat, daftar hadir dan notulen rapat pembahasan
perbaikan aktivitas dalam pencapaian kinerja;

Dokumen LKjIP agar dilakukan reviu oleh APIP dengan meminta Laporan
Hasil Reviu atau Surat Pernyataan Telah Direviu.

10
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BAB Il
PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami
menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Tenggara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan
agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada
upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan menindaklanjuti rekomendasi
yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pit. Inspektur,

/

Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE.
Pembina Tk. I, Gol IV/b
NIP. 19740128 200212 2 006

Paraf Hierarki
Peran Penugasan Tanggal Paraf

Inspektur Pembantu Il

Pengendali Utama

Pengendali Teknis "A'

Ketua Tim ﬁ"
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PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu - Kendari 93232 Telp. (0401) 3135361

Nama Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesl Tenggara
Nama Kepala Satuan Kerja Parinringi, S.E., M.SI.
Instansi
Jawaban*
No Komponen/Sub Komponen/Kriterla Bobot |40 4 100 Catatan Daftar Evidence
B Nilal |Kualitas
(tkutl
petunjuk)
1 |PERENCANAAN KINERJA 30.00 85.23| 2557
1.a |Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6.00 100.00 6.00 A
Kriteria:
1 |Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. Tersedia SOP/Pedoman
Teknis Perencanaan Kinerja
2 |Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. Tersedia RPJPD dan Perda
RPJPD
3 |Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Tersedia RPJMD dan
RENSTRA-P 2018-2023
4 |Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Tersedia RKPD, RENJA 2023
dan RENJA-P 2023
5 |Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Tersedia PK 2023, RENAKSI
2023, Jadwal Monitoring dan
Pengukuran Kinerja Intemal
secara berkala
6 |Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Tersedia RKA 2023, DPA
2023, RKA-P 2023 dan DPA-P
2023
1.b [Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi 9.00 78.18 7.04] BB
standar yang baik, yaitu untuk mencapal hasil,
dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading)
disetlap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting)
Kriteria:
1 |Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Dokumen Perencanaan |Tersedia RENSTRA, RENJA-
yang disediakan sudah di |P 2023, RKA 2023, DPA 2023,
formalkan, ditetapkan RKA-P 2023, DPA-P 2023,
dengan penandatanganan |dan RENAKSI 2023
Kepala Unit Kerja dengan
pemberian stempel
2 |Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Tersedia bukti unggah
dokumen perencanaan kinerja
melalui website OPD dan
website E-SAKIP dengan
alamat esr.menpan.go.id
3 |Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenamya Tugas-tugas Pimpinan PD | Tersedia Pohon Kinerja 2023 /
yang periu dicapai. (eselon 2) sudah Diagram Cascading 2023 /
diturunkan seluruhnya Diagram Crosscuting 2023
pada unit kerja hingga
eselon 4 melalui diagram
pohon kinerja sesuai
PermenPANRB nomor 89
Tahun 2021
4 |Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang (1) Tersedia RENSTRA,
akan dicapai. RENJA 2023 dan RENJA-P
2023, (2) Tujuan sudah sesuai
dengan visi dan misi OPD,
dan sasaran yang akan dicapai
fss
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5 |Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Dokumen perencanaan |Tersedia RENSTRA dan
sudah memenuhi kriteria |RENJA-P 2023
SMART

6 |Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus Target IKU sudah sesuai |Tersedia IKU

dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode dengan target kinerja
Perencanaan Strategis). RENSTRA yang akan
dicapai.
7 |Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable ), menantang, |Target minimal yang Tersedia RENSTRA, RENJA
dan realistis. ditetapkan pada RKPD 2023, dan RENJA-P 2023
atau RENJA sudah sesuai
dengan RPJMD dan
RENSTRA
8 |Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, |Cascading belum Tersedia Diagram Cascading
serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). menggambarkan critical  |2023
success factor
9 |Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, Crosscutting belum dapat |Tersedia Crosscuting 2023
kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan memberikan informasi
(Crosscutting). tentang hubungan kinerja
antar bidang/dengan
tugas dan fungsi lain
10 [Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Tersedia PK 2023 dan SKP
2023
11 |Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Tersedia SKP 2023
1.c |Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk 15.00 7750 11.63 BB
mewujudkan hasil yang berkesinambungan
Kriteria:
1 |Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Program, kegiatan, dan | Tersedia DPA-P 2023
sub kegiatan sudah
memiliki anggaran yang
cukup untuk bisa
dilaksanakan
2 |Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. RENAKSI 2023 sudah Tersedia RENAKSI 2023
Lmenguraikan
perencanaan hingga sub
kegiatan
3 |Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerfja telah dicapai dengan baik, atau Tersedia RENAKSI 2023
setidaknya masih on the right track .
4 |Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara Tersedia RENAKSI 2023 dan
berkala. Monitoring Evaluasi (Monev)
RENAKSI Triwulan 1, 2, 3 dan
4
5 |Terdapat perbaikan/penyempumaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari LKjIP sudah menjabarkan |Tersedia (1) Laporan Kinerja
hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. kendala atas kinerja atau |Instansi Pemerintah (LKjIP)
target yang tidak tercapai 12023 (2) RKPD 2023, RENJA
pada tahun sebelumnya |2023, dan RENJA-P 2023
di LKjIP untuk menjadi
langkah perbaikan yang
tertuang di RKPD atau
Renja
6 |Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan Renja sudah memuat Tersedia RKPD 2023, RENJA
kondisi/hasil yang lebih baik. informasi perbaikan / 2023, RKPD-P 2023 dan
penyempurmnaan untuk RENJA-P 2023
peningkatan kinerja yang
|iebih baik dari target yang
direncanakan dalam
RPJMD / Renstra seperti
inovasi, penambahan
program kinerja, atau
peningkatan target kinerja
7 |Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja Tersedia PK 2023
yang telah direncanakan.
8 |Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah Tersedia Perjanjian Kinerja

direncanakan.

Jabatan Fungsional, dan
Jabatan Struktural (staf)
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2 |PENGUKURAN KINERJA 30.00 6824 2047| B
2.a |Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6.00 90.00 5.401 A
Kriteria:

1 |Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Tersedia Surat Keputusan
(SK) petunjuk teknis
pengumpulan dan pengukuran
data kinerja

2 |Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Indikator Kinerja pada Tersedia (1) Peraturan Kepala
Dokumen pendukung DaeralvSK OPD tentang IKU;
sudah menjelaskan (2) RPJMD dan RENSTRA;
deskripsi dan cara (3) RKPD dan RENJA, (4)
mengukur kinefja yang Dokumen Profil/Manual IKU
jelas.

3 |Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Tersedia SOP Pengumpulan

Data Kinerja dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) 2023
2.b {Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan 9.00 55.71 §01| CC
dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan
Kriteria:
1 |Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur Monev RENAKSI sudah  |Tersedia Monitoring Evaluasi
capaian kinerja. melampirkan notulensi/  |(Monev) RENAKSI Triwulan 1,
berita acara / lembar 2,3dan4
monitoring evaluasi
disertai daftar hadir yang
ditandatangani oleh
pimpinan OPD
(Permendagri Nomor 86
Tahun 2017)

2 |Data kinefja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.|Sumber Data Pengukuran |Tersedia Sumber Data
Kinefja sudah Pengukuran Kinerja
akuntabelbisa dihitung
tetapi belum
menggunakan aplikasi

3 |Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Indikator Kinefja Utama | Tersedia (1) Sumber Data
(IKU) sudah Pengukuran Kinerja, (2) IKU
diformulasikan dengan
perhitungan yang jelas

4 |Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Tersedia (1) Laporan
Pengukuran Kinefja, (2)
Jadwal Pengukuran Kinerja

5 |Setiap leve! organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit Tersedia Monitoring Evaluasi

dibawahnya secara berjenjang. (Monev) RENAKSI Triwulan 1,
2,3dan4

6 |Pengumpuian data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengumpulan Data Tersedia Sumber Data
Kinerja belum Pengumpulan Kinerja
menggunakan aplikasi

7 |Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengukuran Capaian Tersedia (1) Sumber Data
Kinerja belum Pengukuran Kinerja; dan (2)
menggunakan aplikasi Laporan Pengukuran Kinerja

2.c |Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam 15.00 59.00 885| CC

pemberian Reward dan Punishment, serta
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
yang
Kriteria:
1 |Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) Belum melampirkan Bukti |Tersedia Pergub mengenai
tunjangan kinerja/penghasilan. Potongan TPP terkait Tambahan Penghasilan
reward dan punishment |Pegawai berdasarkan Target

Pencapaian Kinerja;
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2 |Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik Belum melampirkan Tersedia PK 2023 dan
struktural maupun fungsional. Pergub mengenai Penilaian Sasaran Kinerja
penempatan / Pegawai (SKP 2023).
penghapusan jabatan
struktural dan fungsional
berdasarkan kinerja
pegawai
3 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing ) Organisasi. Tersedia RKPD-P 2023 dan
RENJA-P 2023
4 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Tersedia Monitoring Evaluasi
(Monev) RENAKSI Triwulan 1,
2,3dan4
5 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Tersedia RKPD-P 2023 dan
RENJA-P 2023
6 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Tidak tersedia PK Tersedia RKPD-P 2023 dan
Perubahan 2023 RENJA-P 2023
7 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Tersedia (1) RKPD-P (2)

RENJA-P 2023, (3) RKA-P
2023, (4) Monitoring Evaluasi
(Monev) RENAKSI Triwulan 1,
2,3dan 4

8 |Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Tersedia Laporan Kinerja
Hlnstansi Pemerintah (LKjIP)
9 |Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Tersedia Monitoring Evaluasi

(Monev) RENAKSI Triwulan 1,
2,3dan 4

Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya

10 |Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Tersedia SKP 2023 dan PK
2023
3 |PELAPORAN KINERJA 15.00 8267| 12.40 A
3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang 3.00 98.00 2.94
menggambarkan Kinerja
Kriteria:
1 |Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023
2 |Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023
3 |Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]IP) /
LAKIP 2023
4 |Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. Tersedia (1) Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP);
dan (2) Bukti unggah LKjIP
pada website PD dan
esr.menpan.go.id (screenshot )
5 |Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Tersedia (1) Laporan Kinerja
|Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023, (2) Bukti
terima LKjIP (PermenPANRB
Nomor 53 Tahun 2014)
3.b |Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi 4.50 80.00 360| BB

; Kriterla:
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I

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesual dengan standar.

(1) Terdapat Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK;jIP) /
LAKIP 2023, (2) LKjIP sudah
sesuai PermenPANRB Nomor
53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

Tersedia (1) PK 2023, (2)
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) / LAKIP
2023

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan
target tahunan.

Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan Tersedia (1) RENSTRA, dan

target jangka menengah. (2) Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) / LAKIP
2023

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan Tersedia Laporan Kinerja

realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan
realiasi kinerja di level nasional/intemasional (Benchmark Kinerja).

Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai
target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

8 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam Tersedia Laporan Kinerja
mencapai kinerja. Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023
9 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke Tersedia Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

3c

|strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak 750

yang besar dalam penyesuaian

5.25 B

Kriteria:

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung
Jawab).

Tersedia (1) Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]IP) /
LAKIP 2023, (2) Monitoring
Evaluasi (Monev) RENAKSI
Triwulan 1, 2, 3dan 4

mencapai kinerja.

2 |Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Tersedia (1) PK 2023, (2)
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) / LAKIP
2023

3 |Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk Tersedia Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

kinerja.

4 |Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan Tersedia (1) PK 2023, (2)
anggaran untuk mencapai kinerja. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]IP) / LAKIP
2023
5 |Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan Tersedia Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja
yang akan dihadapi berikutnya.

Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023

Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

LKjIP sudah memberikan

linformasi mengenai

perubahan budaya kinefja
pada pegawai secara
implisit dan eksplisit

Tersedia Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) /
LAKIP 2023
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dilaksanakan secara berkualitas dengan
Sumber Daya yang memadai

4 [EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 25.00 70.00| 17.50 B
INTERNAL
4.a |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 5.00 70.00 3.50 B
dilaksanakan
Kriteria:

1 |[Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal. Belum tersedia Pedoman |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Teknis Evaluasi AKIP Intemnal telah dilaksanakan
internal pada seluruh unit

kerja/perangkat daerah
dengan mengacu pada
PermenPan-RB Nomor 88
tahun 2021

2 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Daftar komponen pada
unit kerja/satuan
kerja/OPD belum
sepenuhnya di evaluasi
secara internal

4.b |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 7.50 60.00 4.50 cc

Kriteria:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan sesuai standar.

(1) Tersedia KKE untuk
masing-rasing tahapan
dalam kerangka logis
evaluasi Akuntabifitas
Kinerja Intemal,

(2) KKE tersebut telah
memuat informasi yang
memenuhi syarat; relevan,

Evaluasi AKIP menggunakan
LKE yang bersumber dari
Permenpan 88

evaluasi Akuntabllitas Kinerja Internal sehingga
memberikan kesan yang nyata (dampak)
dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

andal, cukup dan
bermanfaat.

2 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. (1) Tersedia surat Evaluasi AKIP dilaksanakan
penugasan evaluasi oleh SDM dengan
Akuntabilitas Kinerja pengalaman melakukan
Intemnal, (2) setiap evaluasi minimal 3 tahun
personil dalam tim
evaluasi internal tersebut
telah memenuhi syarat
kompetensi minimal.

3 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemnal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. |Analisa secara mendalam |Evaluasi AKIP dilaksanakan
disimpulkan belum diawali dengan Bimtek
memadai karena Evaluasi SAKIP kemudian
evaluator intemal telah Kegiatan Penyamaan Persepsi
melakukan pengecekan  |antara Tim Evaluator dan
validitas data dan Perangkat Daerah
keberadaan data, tetapi
data dimaksud tidak dapat
ditelusuri karena
keterbatasan sumber
daya.

4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi  |(1) Belum tersedia Memanfaatkan Google Drive

(Aplikasi). aplikasi komputer sebagai [untuk bisa mengakses

alat bantu dalam pengumpulan data kinerja dan
penugasan evaluasi keuangan
Akuntabilitas Kinerja
Intemal, (2) Belum
|menggunakan Aplikasi
khusus untuk Melakukan
Evaluasi AKIP

4.c [Implementas| SAKIP telah meningkat karena 12.50 80.00| 10.00| BB

Kriteria:

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

3 Rekomendasi atas Hasil
Evaluasi AKIP tahun
sebelumnya sudah di
tindaklanjuti

(1) Tersedia Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun
Sebelumnya, (2) Matriks
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
AKIP 2022
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Telah terjadi peningkatan implementas: SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas
rerkomendasi hasil evaluasi skuntabiitas Kinerja internat!

(1) Tersedia Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun
Sebetumnya, (2) Matriks
Tindak Largut Hasd Evaluas
AKIP 2022

Hasd Evaluasi Axuntabilitas Kinena Internal telah aimanfaatkan untuk perbaikan dan
pemingkatan gkuntabilitas kinena

(1) Tersedia Laporan Hasd
Evaluasi (LHE) SAXIP Tahun
Sebeturnya, (2) Matriks
Tindak Laryut Hasdl Evaluasi
AKIP 2022

Hasd dan Evaluas Akuntabiitas Kinena Imemal telah drmanfaatken dalam mendukung
efextifitas dan efsiens: kinena

(1) Tersedia Laporan Hasd
Evatuasi (LHE) SAKIP Tahun
Sebelumnya. (2) Matnks
Tindak Laryut Hasil Evaluss:
AKIP 2022

Telah tenjadi perbakan dan peninghatan kinena dengan memanfaathan hasd evaluas
akuntabiitas kineqa imemal

(1) Tersedia Laporan Hasd
Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun
Sebelumnya, (2) Matriks
Tindak Lanpt Hasil Evaluast
AKIP 2022

TOTAL NILAI (PREDIXKAT) ] n.ul 88
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MATRIKS LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP 2023 YANG
DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

NO. RENCANA WAKTU STATUS/PROSES
REKOMENDASI AKSI/TINDAK TARGET PENAGGUNGJAWAB | PENYELESAIAN
LANJUT PELAKSANAAN
1. | Menyusun Indikator | Menyusun indikator | Seluruh Triwulan 1,2,3 | Sekretariat Dinas Selesai
Kinerja Utama kinerja dalam jangka | unit kerja dan 4 Penanaman Modal
secara berkelanjutan | 5 tahun, melakukan | Dinas dan Pelayanan
dalam 5 tahun review dan evaluasi | Penanaman Terpadu Satu Pintu
tahunan indikator Modal dan Prov. Sultra
kinerja Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Prov. Sultra
2. | Menjamin Pohon Melakukan sesi Seluruh Triwulan 1,2,3 | Sekretariat Dinas Selesai
kinerja/Cascading konsultasi dengan unit kerja dan 4 Penanaman Modal
yang disusun agar pihak terkait, Dinas dan Pelayanan
seluruhnya memastikan seluruh | Penanaman Terpadu Satu Pintu
memenuhi prinsip cascading Modal dan Prov. Sultra
logis/logical diverifikasi oleh tim | Pelayanan
framework yang evaluasi Terpadu
menggambarkan Satu Pintu

hubungan sebab
akibat serta
menggambarkan
critical success
factor (CSF) untuk
mempengaruhi
pencapaian kondisi

Prov. Sultra




kinerja yang

ditetapkan
Menjamin Membuat peta Seluruh Triwulan 1,2,3 | Sekretariat Dinas Selesai
Perencanaan kinerja | hubungan kinerja unit kerja dan 4 Penanaman Modal
(Crosscutting) dapat | antar bidang (pohon | Dinas dan Pelayanan
memberikan kerja/cascading, Penanaman Terpadu Satu Pintu
informasi tentang mengintegrasikan Modal dan Prov. Sultra
hubungan kinerja, strategi dan Pelayanan
strategi, kebijakan, kebijakan antar Terpadu
bahkan aktivitas bidang, Satu Pintu
antar menyelenggarakan Prov. Sultra
bidang/dengan rapat koordinasi
tugas dan fungsi secara rutin untuk
lain yang berkaitan memastikan

keselarasan

perencanaan kinerja
Memastikan Menyusun format Seluruh Triwulan 1,2,3 | Sekretariat Dinas Selesai
Dokumen standar untuk unit kerja dan 4 Penanaman Modal
pendukung dokumen RENSTRA | Dinas dan Pelayanan
(RENSTRA dan IKU) | dan IKU, melakukan | Penanaman Terpadu Satu Pintu
dapat menjelaskan review berkala Modal dan Prov. Sultra
deskripsi dan cara terhadap dokumen Pelayanan
mengukur indikator | pendukung untuk Terpadu
kinerja yang jelas memastikan Satu Pintu
yaitu memuat kelengkapan dan Prov. Sultra
informasi mengenai | keakuratannya

what (deskripsi),
why (penyebab




adanya kinerja
tersebut), when
(target waktu),
where (lokasi
kinerja), who
(target/sasaran
kinerja), how
(langkah-langkah
kinerja), how much
(berapa biayanya)

Memastikan
Pengumpulan Data
Kinerja dan
Pengukuran
Capaian Kinerja
dapat
memanfaatkan
Teknologi Informasi
berupa aplikasi
manajemen kinerja
sebagai sarana
monitoring dan
evaluasi oleh
pimpinan PD serta
untuk
meningkatkan
sistem pengukuran
kinerja agar lebih
efektif dalam

Memanfaatkan
pengelolaan aplikasi
manajemen kinerja,
melatih staf
mengenai
penggunaan
aplikasi, melakukan
monitoring dan
evaluasi secara rutin
menggunakan
aplikasi,
memastikan data
kinerja yang
dikumpulkan akurat
dan relevan

Seluruh
unit kerja
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Prov. Sultra

Triwulan 1,2,3
dan 4

Sekretariat Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Prov. Sultra

Selesai




membantu
organisasi mencapai
tujuan yang

diinginkan

Memastikan Menyusun kebijakan | Seluruh Triwulan 1,2,3 | Sekretariat Dinas Selesai
pengukuran kinerja | rolling pegawai unit kerja dan 4 Penanaman Modal
menjadi dasar atas berdasarkan hasil Dinas dan Pelayanan
rolling/penempatan | pengukuran kinerja, | Penanaman Terpadu Satu Pintu
pegawai antar melakukan rolling Modal dan Prov. Sultra

bidang dan pegawai sesuai Pelayanan

perbaikan aktivitas kebijakan, Terpadu

dalam pencapaian menyelenggarakan Satu Pintu

kinerja yang rapat evaluasi Prov. Sultra

dibuktikan dengan setelah rolling

Nota dinas rolling pegawai,

pegawai (bila mendokumentasikan

terdapat rolling hasil rapat dan

pegawai), rapat- tindakan perbaikan

rapat, daftar hadir yang diambil

dan notulen rapat

pembahasan

perbaikan aktivitas

dalam pencapaian

kinerja

Dokumen LKJIP Meminta reviu dari Seluruh Triwulan 1,2,3 | Sekretariat Dinas Selesai
agar dilakukan reviu | APIP secara berkala, | unit kerja dan 4 Penanaman Modal
oleh APIP dengan menyusun laporan Dinas dan Pelayanan
meminta Laporan hasil reviu, Penanaman




Hasil Reviu atau
Surat Pernyataan
Telah Direviu

memastikan semua
rekomendasi dari

APIP ditindaklanjuti,

menyimpan
dokumen reviu dan
surat pernyataan di
arsip yang mudah
diakses

Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Prov. Sultra

Terpadu Satu Pintu
Prov. Sultra

Kendari, 31 Desember 2024

KEPW AS PENANAMAN MODAL
DAN PE: ANXTERPADU SATU PINTU
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Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun n

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR:

PIAGAM PERIARGAAN

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Dengan Ini Memberikan Penghargaan

yada

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. § B—

Atas Prestasinya Sebagai Terbaik I Dalam Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah 2023 Dengan Nilai

75,89 Kategori BB

PIAGAM PENGHARGAAN
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Dengan Ini Memberikan Penghat

DINAS PENANAMAN MODAL DAN P

= @ F—

Atas Prestasinya Sebagai Perencana Terbaik I Kategori Tepat Waktu,
dengan Dderah dan Capaian Kinerja




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Nomor: 900/264/BAK

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

PMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA (209095)
Al PN A SO S sa  —e C =SS

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Dekonsentrasi \
TERBAIK KEDUA (96,57)
Tahun Anggaran 2023

Jakarta, 3! Januari 2024
Direktur Jenderal,
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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIPb
KPPN KENDARI Ly

SERTIFIKAT PENGHARGAAN
Nomor : KEP-57/KPN.2801/2024
Diberikan Kepada :

200028 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sebagai Satker Dengan Capaian IKPA Terbaik (Nilai IKPA 100)
Kategori Satker Dengan Pagu DIPA Kecil, Periode Semester I TA 2024

Kepala KPPN Kendari

2

Agung Mulyono




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

© SERTIEIKAT PENGHARGAAN

KEP-168/WPB.28/2024

*
Diberikan Kepada :
ANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)
/INSI SULAWESI TENGGARA (200028)
Sebagai Peraih Penghargaan
SATUAN KERJA DENGAN NILAI IKPA 100

Kendari, 12 Agustus 2024
Kepala Kantor Wilayah,

Indonesian o
Treasury ,HJr

RIAN DALAM NEGERI
" REPUBLIK INDONESIA
AT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

SERTIFIKAT

NOMOR 800.1.12.8/e.1 14/BAK
Diberikan kepada :
PROVINSI SULAWESI TENGGARA (209095) &
erja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2
: a Dekonsentrasi TERBAIK KEEMPAT (97,98)
Jakarta, 20 Januari 2025
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